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Judul    : Inferensi Falsafah “Tudang sipulung” Dalam Upaya 
Menghindari Budgetary Slack Dana Desa Di Benteng Tellue 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku falsafah tudang 
sipulung di Desa Benteng Tellue, mengetahui bentuk budgetary slack dana desa dan 
untuk mengetahui peranan falsafah tudang sipulung dalam menghindari budgetary 
slack dana desa di Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa 
ucapan atau tulisan atas perilaku orang-orang yang diamati (informan). Pendekatan 
penelitian ini adalah pendekatan interpretif dengan metode etnografi, digunakan 
untuk memahami sudut pandang orang-orang di sekitar terhadap suatu fenomena 
sosial terkait inferensi falsafah tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa dengan 
tujuan untuk menghindari budgetary slack dana desa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, falsafah tudang sipulung (lima 
akkatenningeng) yaitu nilai Getteng, Lempu’, Ada Tongeng, Sipakatau, Mappesona ri 
Pawinruk Seuwae telah menjadi pegangan hidup setiap masyarakat Benteng Tellue. 
Selain itu, aparatur pemerintah desa menjadikan falsafah tudang sipulung (lima 
akkatenningeng) sebagai dasar atau pegangan dalam proses pengelolaan dana desa 
sehingga pengelolaan dana desa di Benteng Tellue akan terpercaya, kredibel, dan 
terhindar dari budgetary slack. Lima akkatenningeng tersebut mampu mendorong 
aparat pemerintah desa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan bersama dengan 
berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat bugis dan nilai-nilai agama. 
Kata kunci: Tudang Sipulung, Getteng, Lempu’, Ada Tongeng, Sipakatau, 




A. Latar Belakang 
Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama 
pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan 
desa dan kota semakin seimbang dan serasi dimana desa diberi hak untuk 
mengelola pemerintahannya secara mandiri dan merdeka. Seperti yang dikatakan 
oleh Annivelorita (2015) dan Darmiasih, et al (2015) menyatakan bahwa dalam 
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa menuju tercapainya otonomi 
desa, perlu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu menata, 
mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat 
dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). 
Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu 
dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk 
meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-
desa. penetapan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang desa 
memperkuat posisi desa dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. 
Penetapan Undang-Undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi desa 
dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan 
pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dinyatakan Chomariyah, et al (2016) 
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bahwa desa-desa memiliki hak untuk asal usul mereka dan hak-hak tradisional 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya.   
Dana desa merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas, peran dan 
fungsi desa. Dana desa tersebut perlu dipersiapkan dengan tepat untuk 
melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pentingnya 
anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa membuat pengelolaan 
anggaran menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik karena akan 
membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang 
sudah direncanakan. Saputra (2016) menyatakan bahwa alokasi dana desa yang 
digunakan pemerintah setempat telah mencapai kriteria efektif, namun belum 
mencapai tingkat efisiensinya karena pencairan alokasi dana desa mengalami 
hambatan. Salah satu titik vital hambatan alokasi dana desa dapat dipengaruhi 
beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang terlalu 
mengungkung ego, perubahan nilai telah berlaku akibat daripada tujuan 
pembangunan ekonomi dan teknologi serta adanya tindakan yang mengakibatkan 
kemusnahan suatu negara akibat berkurangnya tingkah laku budi bahasa, 
kejujuran, penurunan tingkah laku, merosot rasa masyarakat, dan rasa yang 
menurun daripada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.  
Secara umum dana desa memang memberikan manfaat yang sangat besar 
bagi desa, namun alokasi dana desa juga dapat menimbulkan political shock bagi 
pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu bentuk egoisme 
yang dilakukan aparat pemerintah desa dengan adanya Political shock tersebut 
dapat berujung pada moral hazard bagi pemerintah desa untuk melakukan 
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korupsi, dimana mereka mengestimasikan pendapatan lebih rendah dan biaya 
lebih tinggi (budgetary slack). Budgetary slack merupakan suatu perilaku yang 
disfungsional dan tidak jujur yang dilakukan oleh pemerintah desa, karena 
pemerintah desa berusaha untuk memuaskan kepentingan pribadinya sehingga 
menyebabkan meningkatnya biaya desa. Tindakan ini merupakan bagian dari 
tindak penyelewengan anggaran yang bisa berlanjut ke tindak korupsi terhadap 
anggaran dana desa yang ada (Yunianti, 2015). Berdasarkan pengamatan 
Indonesia Corruption Watch (ICW) adapun sejumlah bentuk korupsi yang 
dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, 
penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, 
pemotongan anggaran, dan suap, dengan modus  membuat rancangan anggaran 
biaya di atas harga pasar (Mediastara, 2017). Hal ini timbul karena dalam 
pengelolaan dana desa seringkali didominasi oleh kepentingan para eksekutor 
yaitu aparat pemerintah desa yang tidak mementingkan kepentingan bersama yang 
mencerminkan kebutuhan masyarakat.  Tindakan  korupsi merupakan tindakan 
terlarang dan diharamkan oleh Allah SWT. seperti yang terkandung dalam Q.S. 
An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#þθè=à2 ù' s? Νä3 s9≡uθøΒr& Μà6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9$ Î/ Hω Î) βr& 
šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB tã <Ú#ts? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿω uρ (#þθè=çFø)s? öΝä3 |¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 Î/ 
$ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄∪    
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
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berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 
(Q.S. An-Nisa/4:29).” 
Jelas bahwa dalam Ayat di atas, Allah SWT mengharamkan orang beriman 
untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 
lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil dan tidak dibenarkan oleh 
syari’at Islam. Meski sangat jelas larangan dalam agama namun masih terdapat 
aparat pemerintah desa melakukan penyelewengan terhadap anggaran dana desa. 
Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, masyarakat perlu ikut 
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan anggaran dana desa.  
Pada tahun 2014, hasil temuan dan investigasi LSM LPK-2 Sulawesi 
Selatan mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan instansi terkait, sehingga 
membuka ruang dan celah bagi kepala desa nakal untuk memainkan dana desa 
yang dikelolanya. Ibrahim (2018) mengatakan bahwa, Unit Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bone, menetapkan kepala Desa 
Maddanrengpulu, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, sebagai tersangka 
dalam kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 lalu. 
Berdasarkan hasil audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Kepala Desa 
Maddanrengpulu diduga telah menyalahgunakan ADD dari APBD Bone tahun 
2016 untuk kepentingan pribadi. Sehingga menyebabkan negara mengalami 
kerugian sebesar Rp. 463.082.050. Hal ini diperkuat dengan temuan terbaru 
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dalam Movanita (2018) bahwa, 
kasus korupsi anggaran terbesar berasal dari sektor anggaran dana desa sebanyak 
98 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 39,3 miliar. Hal ini terjadi karena 
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kurangnya pengawasan dari masyarakat maupun lembaga desa seperti BPD 
sehingga penggunaan alokasi dana desa ini rawan sekali terjadi korupsi di 
dalamnya (Bahtiar, 2017). Fakta ini menggambarkan adanya masalah serius 
dalam pengelolaan anggaran dana desa yang sebelumnya diproyeksikan sebagai 
solusi memajukan negara.  
Salah satu masalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran adalah 
kesenjangan anggaran. Sugirtha, et al (2014) mendefinisikan Budgetary slack 
adalah perbedaan jumlah anggaran yang disusun manajer pusat 
pertanggungjawaban dengan estimasi terbaik perusahaan. senjangan anggaran 
sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai 
dengan estimasi (Kartika, 2010). Hal ini menuntut keterlibatan individu atau 
kelompok masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Semakin tinggi keterlibatan 
individu dalam hal ini manajer tingkat bawah maka semakin tinggi pula rasa 
tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama 
tersebut. Sugiartha et al (2014), menunjukkan bahwa partisipasi dalam 
penyusunan anggaran dapat mengurangi budgetary slack. Dalam penganggaran 
partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang 
menyimpang. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardanari 
dan Putra (2014) menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif mempunyai 
pengaruh negatif terhadap senjangan berarti semakin tinggi tingkat partisipasi 




Partisipasi sangat erat kaitannya dengan rasa kebersamaan dalam 
mewujudkan tujuan yang berlandaskan kepentingan bersama. Budaya Bugis 
sangat kental dengan nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, sipakatau-
sipakalebbi, dan bentuk-bentuk kedekatan lainnya dalam masyarakat. Salah satu 
falsafah yang sarat akan nilai yaitu tudang sipulung. Tudang sipulung merupakan 
salah satu bentuk komunikasi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok 
sejenis. Tudang sipulung merupakan suatu konsep yang berlaku dalam masyarakat 
Bugis yang digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang timbul 
diantara kedua pihak atau lebih yang berkonflik. Tudang sipulung merupakan 
salah satu bentuk komunikasi kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok 
sejenis. Sebagai komunikasi kelompok sangat berpengaruh terhadap proses 
pengambilan keputusan, pembentukan sikap dan perilaku manusia dalam 
menerima suatu hasil keputusan yang telah dirumuskan (Dollah, 2016).  Tudang 
sipulung juga sering digunakan sebagai wadah untuk mendiskusikan suatu 
fenomena yang terjadi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Keputusan yang 
diambil dari tudang sipulung tersebut, harus berdasarkan massolo’ pao (mengalir 
bersama), yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam “duduk 
bersama” (musyawarah) tersebut merupakan keputusan kehendak bersama dan 
untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir 
bersama. Artinya, kehendak penguasa (pemerintah) dan kehendak rakyat 
(masyarakat) haruslah beriringan dalam menemukan titik temu yang berdasarkan 
kepentingan bersama.  
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Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi 
kekuatan pendorong untuk memperbaiki pengelolaan dana desa oleh 
penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adisasmita (2006) mengatakan bahwa 
partisipasi masyarakat itu keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam 
pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Melihat 
pentingnya partisipasi dan kerjasama oleh semua pihak dalam upaya mengurangi 
tingkat kesenjangan anggaran dana desa, tudang sipulung mempunyai peran 
sebagai wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk ikut serta 
berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, serta nilai-nilai yang terkandung 
dalam tudang sipulung dapat dieksplorasi dan dijadikan pegangan oleh aparat 
pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya terutama dalam 
pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
mengeksplorasi falsafah tudang sipulung dalam upaya mencegah atau mengurangi 
tingkat kesenjangan anggaran dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah 
desa.  
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana falsafah tudang sipulung 
berdasarkan stewardship theory memberikan sumbangsih dalam upaya 
menghindari budgetary slack dana desa dan nilai-nilai yang terkandung dalam 
falsafah tudang sipulung dapat dijadikan pegangan aparat pemerintah desa agar 
bertindak sesuai dengan kepentingan bersama terutama dalam pengelolaan dana 
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desa. Melihat bahwa saat ini pembangunan desa diawali dengan pemberian 
kebijakan dana desa, sehingga desa saat ini menjadi salah satu pusat perhatian 
pemerintah pusat. Oleh karena itu, perlu langkah dan upaya kreatif dalam 
pengelolaan dana desa guna mewujudkan pembangunan di sektor desa. 
Adapun objek dalam penelitian ini adalah Desa Benteng Tellue yang 
merupakan salah satu desa di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Dipilihnya 
objek penelitian ini dengan alasan bahwa Desa Benteng Tellue berada ditangan 
seorang pemimpin yang baru setelah terpilih melalui Pilkades dan menggantikan 
kepala desa sebelumnya yang dua periode memimpin Desa Benteng Tellue. 
Dengan pemimpin baru tentu tata kelola pemerintahan berbeda dengan 
sebelumnya serta pembangunan desa dan pengelolaan dana desa menjadi salah 
satu pusat perhatian peneliti. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini penulis mencoba menginferesikan nilai budaya Bugis 
“Tudang sipulung” dalam upaya menghindari budgetary slack dana desa. Tudang 
sipulung sebagai wadah bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan dana desa serta menjadi wadah pengawasan masyarakat terhadap 
pemerintahan desa dalam mengelola anggaran dana desa yang ada. Adapun 
pertanyaan penelitiannya yaitu: 
1. Bagaimana perilaku tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa? 
2. Bagaimana bentuk budgetary slack dalam pengelolaan dana desa? 
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3. Bagaimana inferensi tudang sipulung dalam upaya menghindari 
budgetary slack  dana desa? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memahami prilaku tudang sipulung dalam pengelolaan dana 
desa. 
2. Untuk memahami bentuk budgetary slack dalam pengelolaan dana 
desa. 
3. Untuk memahami inferensi tudang sipulung dalam upaya menghindari 
budgetary slack dana desa. 
 
E. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat sejauhmana nilai-nilai 
budaya Bugis mempunyai peran dalam pengelolaan dana desa. Salah satu 
falsafah Bugis yang diangkat dalam penelitian yaitu falsafah “tudang sipulung” 
yang dikaji menggunakan teori stewardship, dimana diharapkan mampu menjadi 
pegangan bagi setiap pemrintah desa dalam upaya mengurangi budgetary slack 
dana desa. Beberapa penelitian terdahulu mengenai dana desa, budgetary slack, 
dan penelitian yang terkait kebudayaan yang menggunakan metode tertentu yang 
menjadi pedoman dalam penelitian ini. 











Kualitatif Partisipasi masyarakat dalam 
pengawasan program ADD di Desa 
Panjunan ada disetiap titik strategi 
pengawasan yaitu pengawasan yang 
menonjol pada perencanaan dan 
pelaksanaan, sedangkan partisipasi 
masyarakat untuk mengawasi hasil 
atau output hanya dilakukan dengan 
menilai hasil program dan hanya bisa 
mengetahui laporan secara lisan dari 
informasi RT/RW setempat. Oleh 
sebab itu partisipasi masyarakat di 
Desa Panjunan dalam mengawasi 
program ADD termasuk level 
konsultasi karena lebih banyak pada 
aspirasi yang dikeluarkan di 
perencanaan dan di pelaksanaan 
namun penentu akhir tetap pada 










Penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan antara 
anggaran partisipatif dengan 
budgetary slack dengan arah negatif, 
artinya semakin tinggi  anggaran 
partisipatif pada pemerintah daerah 
Kabupaten Buleleng baik melalui 
partisipasi individu maupun 
manajemen konsultasi maka 
budgetary slack dalam penyusunan 
anggaran akan semakin menurun, 
serta variabel moderasi yang 
merupakan interaksi antara anggaran 
partisipatif dengan informasi 
asimetri berpengaruh secara 
signifikan terhadap budgetary slack. 
 
I Gusti Agung 
Ayu Surya 
Cinitya Ardanari,  
Kuantitatif Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa partisipasi penganggaran dan 






terhadap budgetary slack, sedangkan 
asimetri informasi berpengaruh 
positif terhadap budgetary slack. 
Selain itu, budget emphasis juga 
mampu memoderasi hubungan 
partisipasi penganggaran, asimetri 
informasi, dan self esteem terhadap 
budgetary slack, dimana budget 
emphasis memperlemah pengaruh 
partisipasi penganggaran, asimetri 





Kualitatif Banyaknya bantuan pemerintah yang 
dialokasikan untuk pembangunan 
desa merupakan salah satu bentuk 
perhatian pemerintah daerah kepada 
desa namun dalam hal ini Potensi 
penyelewengan keuangan Desa, jelas 
sangat besar. Hal ini tidak terlepas 
dari kelemahan pengawasan dari 
Aparat pemerintah kabupaten 
terhadap alur proses mengalirnya 
dana, Di samping itu yang tidak 
kalah pentinggnya adalah Sumber 
Daya manusia dari Aparat 
Pemerintahan Desa itu sendiri yang 








Kualitatif Merujuk pada pembahasan hasil 
penelitian, beberapa aspek yang 
menunjukan keberhasilan 
implementasi kebijakan diantaranya 
yaitu: Pertama, ada tradisi lokal 
songolasan yang mampu untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan dana desa. 
Namun songolasan sebagai media 
lokal ternyata belum mampu 
mengantarkan pada partisipasi ideal. 
Kedua, kegiatan pembangunan yang 
direalisasikan sesuai dengan kegiatan 
yang direncanakan. Ketiga, 





horisontal kepada BPD sebagai wakil 
dari masyarakat dan pertanggung 
jawaban secara vertikal kepada 




Kualitatif Tudang sipulung merupakan salah 
satu bentuk komunikasi kelompok 
yang terdiri dari beberapa kelompok 
sejenis. Sebagai komunikasi 
kelompok sangat berpengaruh 
terhadap proses pengambilan 
keputusan, pembentukan sikap dan 
perilaku manusia dalam menerima 
suatu hasil keputusan yang telah 
dirumuskan. Kajian ini menjelaskan 
sejauh mana hasil rumusan tudang 
sipulung sebagai komunikasi 
kelompok yang dapat berbagi 
informasi pada semua bidang 
khususnya bidang pertanian tanaman 
pangan di masa datang. 
 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literatur yang bermanfaat, 
baik dari aspek teoretis maupun praktis seperti berikut: 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini terfokus pada inferensi sebuah falsafah dari masyarakat 
Bugis, yaitu “tudang sipulung”. Kemudian ditinjau dengan menggunakan teori 
stewardship. Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi sebuah pengembangan 
bagi teori stewardship tersebut dengan adanya unsur falsafah tudang sipulung di 
dalamnya. Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan 
Davis (1991) yang dimana teori tersebut lebih mengutamakan kepentingan 
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organisasi atau kepentingan bersama. Dan diharapkan dalam penerapannya yang 
mengarah kepada perilaku eksekutor yang lebih mementingkan tujuan organisasi 
dengan mengesampingkan tujuan pribadi. 
Diharapkan pula penelitian ini mampu menjadi pegangan bagi 
pengembangan teori-teori dalam menyikapi alokasi dana desa. Melalui unsur 
falsafah “tudang sipulung” ditinjau dengan teori stewardship maka diharapkan 
penelitian ini memberikan sumbangsih yang lebih kreatif dalam pengembangan 
teori penyelenggaraan alokasi dana desa sehingga menjadi sebuah referensi 
maupun rujukan terhadap penelitian dan pengembangan studi pada bidang sektor 
publik. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis 
bagi setiap pemerinrah desa di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, terkait 
dengan masalah budgetary slack yang terjadi dalam proses penganggaran dana 
desa. Sehingga, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dalam 
rangka mengelola dana desa yang bebas dari budgetary slack. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi landasan agar pemerintah desa bekerja atas nama rakyat 
dan selalu berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dan berguna bukan hanya 
untuk individu melainkan untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar 





A. Stewardship Theory 
Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis 
(1991). Menurut Anton (2010), stewardship theory berangkat dari perspektif 
pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan 
sosiologi. Dalam pengelolaan stewardship theory pengelolaan organisasi 
difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan modal 
(steward) dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Donaldson  dan Davis 
(1991), teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 
manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan 
pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini 
mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para 
eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, 
selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward 
berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti 
untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan 
dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya. 
Sedangkan Raharjo (2007), mengatakan bahwa teori stewardship mengasumsikan 
hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. 
Steward akan melindungi dan memasimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja 
perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi 
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penting dari stewardship adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan 
pemilik. Namun demikan tidak berarti steward tidak mempunyai kebutuhan 
hidup.  
Stewardship theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para 
manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan 
pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan oragnisasi. Stewardship 
theory menempatkan manajer bukanlah sebagai agen yang mengambil 
kesempatan, namun sebaliknya manajer perusahaan sebagai pelaksana (steward) 
yang baik bagi perusahaan. Sementara itu, Anwar (2013) mengatakan bahwa 
stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni 
bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 
tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah 
yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. 
Dengan kata lain, stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat 
dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik atau 
stakeholders.  
Pada stewardship theory, model of man  ini  didasarkan  pada  pelayan  
yang memiliki  perilaku  dimana  dia  dapat dibentuk  agar  selalu  dapat  diajak 
bekerjasama  dalam  organisasi,  memiliki perilaku kolektif atau berkelompok 
dengan utilitas  tinggi  daripada  individunya  dan selalu bersedia untuk melayani. 
Pada teori stewardship  terdapat  suatu  pilihan  antara perilaku  self  serving  dan  
pro organisasional, perilaku pelayan tidak akan dipisahkan  dari  kepentingan  
organisasi adalah  bahwa  perilaku  eksekutif disejajarkan  dengan  kepentingan  
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principal dimana para steward  berada. Steward akan menggantikan  atau  
mengalihkan  self serving  untuk  berperilaku  kooperatif. Sehingga  meskipun  
kepentingan  antara steward  dan  principal  tidak sama,  steward tetap  akan  
menjunjung  tinggi  nilai kebersamaan (Anton, 2010). 
Hubungan antara steward dan principle sangat rentan terjadi masalah, 
seperti perilaku oportunistik yang kadang dialami oleh penerima kebijakan 
(steward) yang kenyataannya sampai saat ini pelaku KKN masih menjadi 
ancaman bagi bangsa Indonesia. Apalagi perilaku tersebut sangat melekat pada 
pengelolaan keuangan daerah yang bisa dikatakan belum transparan dan jauh dari 
harapan masyarakat akan akuntabilitas publik yang baik. Tuntutan masyarakat ini 
muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan 
secara konsisten disetiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu 
penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai 
penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi 
negara (Auditya, 2013).  
Berdasarkan asumsi steward, maka dalam penyusunan alokasi dana desa 
maupun dana desa, pihak aparat pemerintah berlaku sebagai eksekutif sepatutnya 
lebih mengutamakan tujuan organisasi dibandingkan dengan tujuan pribadi. 
Merupakan pihak eksekutif, maka aparat bertindak sesuai dengan keinginan 
principal yang mana keinginan tersebut dinyatakan sebagai harapan masyarakat. 
Jadi pihak aparat, terlebih utama harus mementingkan tujuan organisasi yaitu 
mensejahterahkan masyarakat dengan memenuhi harapan masyarakat kemudian 
barulah mereka akan memperoleh tujuan pribadi mereka dari hasil kinerja 
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tersebut. Kondisi demikian mengggambarkan adanya hubungan timbal-balik 
antara aparat dan masyarakat, atau pihak eksekutor dan pihak prinsipal. 
 
B. Budgetary Slack 
Anthony dan Govindarajan (2005) mengartikan slack anggaran sebagai 
perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik. Budgetary slack 
merupakan proses penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja 
dengan menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang 
dianggarkan. Dalam keadaan terjadinya budgetary slack bawahan cenderung 
mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan biaya dari 
estimasi terbaik yang diajukan, sehingga target akan mudah dicapai. Biaya 
cenderung diperbesar karena mereka berasumsi bahwa pada level atas juga akan 
dipangkas dan target yang akan dicapai tidak akan sulit. 
Budgetary slack didefinisikan sebagai suatu perilaku yang disfungsional 
bahkan tidak jujur, karena manajer berusaha untuk memuaskan kepentingan 
pribadinya sehingga menyebabkan meningkatnya biaya organisasi. Dengan kata 
lain, slack adalah penggelembungan anggaran yang dilakukan secara sengaja oleh 
manajer. Dharmanegara (2010) mengatakan bahwa manajer menciptakan slack 
dengan mengestimasikan pendapatan lebih rendah, mengestimasikan biaya lebih 
tinggi, atau menyatakan terlalu tinggi jumlah input yang dibutuhkan untuk 
memproduksi suatu unit output. Mereka melakukan hal ini untuk menyediakan 
suatu margin keselamatan (margin of safety) untuk memenuhi tujuan yang 
dianggarkan. Selain itu, definisi yang dibuat pada sektor publik oleh Yuhertiana 
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(2005) budgetary slack adalah proses yang terjadi saat perencanaan anggaran, 
dimana ketika individu dilibatkan dalam pembuatan anggaran akan cenderung 
mengoverestimatekan cost atau mengunderestimatekan revenue. 
Salah satu faktor yang diteliti dan dianggap memiliki pengaruh terhadap 
budgetary slack adalah faktor individual seperti etika atau moral. Etika merupakan 
nilai, norma yang dianut individu memandang suatu permasalahan sebagai sesuatu 
yang baik atau tidak baik, jujur atau tidak jujur (Yuhertiana, 2005). Dari sudut 
pandang etika, budgetary slack sebagai sesuatu yang positif (etis) atau negatif 
(non-etis). Apabila individu menganggap budgetary slack sebagai sesuatu yang 
tidak etis, maka semakin rendah kecenderungan untuk menciptakan budgetary 
slack. Begitu pula sebaliknya, apabila individu menganggap budgetary slack 
sebagai sesuatu yang etis maka semakin tinggi kecenderungan untuk menciptakan 
budgetary slack. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Douglas dan Wier (2000) 
bahwa budgetary slack can also be viewed as an ethical issue. 
Terdapat beberapa karakteristik budgetary slack yang dikemukakan oleh 
Dunk (1993), antara lain: 
1. Standar dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas. 
2.  Anggaran secara mudah untuk diwujudkan. 
3. Tidak terdapatnya batasan-batasan yang harus diperhatikan terutama 
batasan yang ditetapkan untuk biaya.  
4. Anggaran tidak menuntut hal khusus. 
5. Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi. 
6. Target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai. 
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Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan anggaran 
dapat terhadi oleh beberapa alasan. Menurut Hilton et al (2000) alasan manajer 
menciptakan budgetary slack dalam proses penganggaran yaitu:  
1. Kesenjangan anggaran akan membuat kinerja seolah-olah terlihat baik 
dimata pimpinan jika mereka dapat mencapai target anggaran. 
2. Kesenjangan anggaran digunakan untuk mengatasi ketidakpastian 
memprediksi masa yang akan datang. 
3. Pengalokasian sumber daya yang akan dilakukan berdasarkan proyeksi 
anggaran biaya, sehingga adanya kesenjangan membuat lebih fleksibel. 
C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bugis 
Kearifan lokal dapat dipahami dengan cara menguraikan terlebih dahulu 
makna kata yang membentuk kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua suku 
kata, yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Kearifan menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia memiliki arti kebijaksanaan, sedangkan lokal menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai setempat atau daerah setempat. 
Sumarmi dan Amiruddin (2014) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan 
penge-tahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup 
dalam suatu ling-kungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, 
hukum, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam 
jangka waktu yang cukup lama. 
Di Sulawesi Selatan terdapat berbagai budaya dan kearifan lokal yang 
berbeda dari setiap daerah. Masing-masing daerah seperti Makassar, Tanah 
20 
 
Toraja, dan Mandar yang menghuni kawasan Sulawesi Selatan memiliki aneka 
ragam budaya dan kearifan lokalnya masing-masing. Bagi masyarakat Bugis 
dikenal dan popular budaya dan kearifan panggadereng. Budaya dan kearifan 
lokal Bugis ditemukan dari sumber tertulis yang diwarisi secara turun temurun 
dalam naskah Lontara, atau dari cerita rakyat secara turun temurun yang dikenal 
dengan Paopao rikadong. 
Budaya panngadereng merupakan norma adat dan prilaku orang Bugis 
dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Panngadereng, sebelum agama 
Islam datang berisi empat norma tata kerama yaitu ade, bicara, rapang, dan wari. 
Setelah Islam datang, keempat unsur panngadereng tersebut tetap menjadi budaya 
dan kearifan lokal dengan penambahan satu unsur baru yang disebutnya dengan 
sara, sehingga budaya panngadereng berisi lima unsur. Dari budaya 
panngadereng yang bersumber dari lontara dan paopao rikadong, lahir sejumlah 
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Bugis, dan yang popular disebut dan sering 
dijadikan materi nasehat hingga sekarang adalah nila-nilai sipakatau (saling 
memanusiakan) sipakalebbi (saling menghargai), sipakaenge, dan lain-lain. 
Rahim (2011) menelusuri nilai-nilai budaya dan kearifan Bugis melalui “Paopao 
Rikadong” yang mengandung sejumlah nilai-nilai Budaya Bugis seperti nilai 
alempureng (kejujuran), amaccang (kecerdasan), asitinajang (kepatutan), 
agettengeng (keteguhan), reso (usaha), dan siri (malu atau harga diri). 
Salah satu contoh kearifan lokal Bugis yang akan dibahas yaitu siri’ na 
pacce’ yang merupakan budaya lokal Bugis Makassar. Dalam hal ini, nilai siri’ 
sebagai nilai harga diri meliputi makna: hakekat hidup manusia, hakekat 
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hubungan manusia dengan alam, hakekat karya manusia, dan hakekat persepsi 
manusia terhadap waktu. Sedang nilai pacce’ sebagai nilai solidaritas meliputi 
makna: hakekat hidup manusia dan hakekat hubungan antar manusia. Nilai-nilai 
tersebut menjadi pedoman pembentukan norma-norma adat. 
Pengertian Siri’ bagi masyarakat makassar bukanlah sekedar perasaan 
malu, tetapi menyangkut masalah yang paling peka yang merupakan jiwa dan 
semangat dalam diri mereka, menyangkut faktor martabat atau harga diri, reputasi, 
dan kehormatan, yang kesemuanya harus dipelihara dan ditegakkan. Siri’ 
menempatkan eksistensi manusia di atas segala-galanya dan Siri’ merupakan 
wujud harga diri. Dalam petuah makassar bahwa tiga hal yang dijadikan prinsip 
utama yaitu: takut pada Tuhan, malu pada diri sendiri, dan malu kepada sesama 
manusia (Machmud, 1978). Betapa tingginya makna nilai siri’ dalam hidup orang 
makassar, sehingga dipahami bahwa seseorang dianggap memiliki martabat di 
dunia hanya jika memiliki siri’. 
Nilai pacce’ berarti kesetiakawanan atau solidaritas. Pacce’ merupakan 
suatu tanggapan perasaan iba hati dari orang makassar terhadap suasana di 
sekitarnya, sehingga mereka cenderung untuk bertindak atau mengabdi atas rasa 
kasih kepada sesama mahluk Tuhan. Menurut Abidin (2003) Pacce’ adalah rasa 
kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dapat menyalakan semangat rela 
berkorban, bekerja keras pantang mundur. Masyarakat makassar yang telah 
menjadi masyarakat kota pada beberapa tempat telah mengalami banyak 
perubahan dalam gaya hidupnya sesuai dinamika sosial perkotaan. Nilai pacce’ 
juga memiliki makna yang terkait dengan nilai siri’ yaitu hakekat atau makna 
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yang mengandung persamaan derajat, hak/kewajiban sesama manusia, 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tenggang rasa, berani membela kebenaran 
dan keadilan. 
D. Tudang Sipulung 
Selain nilai “siri na pacce’ terdapat pula nilai kearifan lokal yang 
menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan yaitu falsafah “tudang 
sipulung”. Istilah tudang dalam bahasa Bugis berarti duduk, sedangkan sipulung 
berarti berkumpul. Dengan demikian secara etimilogi tudang sipulung berarti 
duduk berkumpul kemudian diartikan sebagai musyawarah. Musyawarah dapat 
diartikan berunding, rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu atau 
musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa” atau 
perembugan/perundingan, Haryanta dan Sujatmiko (2012).  
Seorang pallontara’ (penafsir lontara’), Baharuddin (2013) menjelaskan 
dengan bahasa Bugis, bahwa: 
“naiyya riyasenge tudang sipulung, iyyanaritu mallari ade’e napogau 
toriolota’. Tudang maddeppu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang 




“yang dimaksud dengan tudang sipulung yaitu tradisi yang sering dilakukan 
orang dahulu (tetua kita). Duduk bersama-sama, berkumpul dengan tujuan 
hendak bermusyawarah untuk mufakat”. 
 
Pemaparan tersebut diatas mengindikasikan bahwa tudang sipulung telah 
dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai ruang 
bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas 
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persoalan yang tengah dihadapi masyarakat guna mewujudkan kepentingan 
bersama. 
Istilah tudang sipulung yang artinya budaya duduk bersama antar warga 
untuk memecahkan sebuah masalah ataupun sharing sesama warga tentang suatu 
hal yang bisa membangun ataupun menambah pengetahuan baru. Tudang 
sipulung yang secara harfiah berarti “duduk bersama” namun secara konseptual 
merupakan ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingan-
kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka 
hadapi. Jika melihat esensi tudang sipulung maka konsepsi tudang sipulung inilah 
yang kemudian disinyalir dan dianggap sebagai ruang publik otentik yang dapat 
memediasi antara kepentingan publik dan pemerintah (penguasa). Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa tudang sipulung merupakan ruang publik 
tradisional masyarakat Bugis untuk menyampaikan aspirasinya terhadap 
persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan mencari kesepakatan 
(kehendak bersama) terhadap permasalahan yang dihadapi. Dollah (2016) 
mendefinisikan Tudang sipulung sebagai media komunikasi tradisional dalam 
bentuk duduk bersama antara pemerintah dan masyarakat khususnya untuk 
mendapatkan suatu input dalam rangka merumuskan program dan kebijakan yang 
akan dilaksanakan pada masing-masing subsektor secara terpadu dan intensif.   
Tudang sipulung merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok yang 
tergabung dalam beberapa kelompok sejenis. Dalam berkomunikasi peranan 
kelompok sangat penting artinya terhadap proses pengambilan keputusan, 
pembentukan sikap, dan perilaku manusia dalam merumuskan suatu keputusan. 
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Tudang sipulung sebagai media komunikasi tradisional yang dapat berbagi 
informasi, pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab bagi setiap anggota 
dalam suatu kelompok. Tudang sipulung sebagai komunikasi kelompok dalam 
berbagi informasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Dollah, 2016). 
Dalam pelaksanaan tudang sipulung sebagai ruang publik tradisional bagi 
kehendak rakyat, harus dilandasi oleh kondisi-kondisi komunikasi ideal atau nilai-
nilai lima akkatenningeng (lima pegangan) sebagai sumber nilai normatif 
masyarakat Bugis dan dihormati oleh semua unsure yang terlibat dalam tudang 
sipulung agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak 
bersama dan bermanfaat bagi semua pihak. 
1. Nilai dasar Getteng (keteguhan/ketegasan) 
Nilai dasar ini menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, perbuatan harus 
bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif. Getteng atau 
keteguhan yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai pendirian yang tetap atau 
setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam pendirian sehingga kondisi 
tudang sipulung yang tercipta benar-benar mencerminkan kondisi objekif (yang 
sebenarnya) dan tidak subjektif, tidak memihak, atau berat sebelah. Sebagaimana 
dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! u !#y‰ pκà− ÅÝó¡É)ø9$ Î/ ( Ÿω uρ 
öΝà6 ¨ΖtΒÌôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n?tã āω r& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü> tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( 




“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah: 8)”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melakukan 
perbuatan yang benar, maka ia harus berani untuk menegakkan kebenaran dengan 
cara bertindak adil bagi orang lain sehingga tidak menghakimi orang yang tidak 
bersalah hanya karena kebencian pribadi. 
2. Nilai dasar Lempu’ (perbuatan lurus/jujur) 
Nilai dasar ini berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar 
(lurus). Dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam tudang sipulung tidak 
memiliki sifat atau perilaku yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, peran 
tudang sipulung sebagai ruang publik steril dari perbuatan curang, tipu-menipu, 
sehingga kondisi yang tercipta adalah kondisi yang fair dalam suatu tudang 
sipulung. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 186 yang berbunyi: 
#sŒ Î)uρ y7s9r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒÌs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒ Î) Èβ$ tãyŠ ( 
(#θç6‹Éf tGó¡ uŠ ù=sù ’ Í< (#θãΖÏΒ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ ¯=yès9 šχρ ß‰ ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪     
Terjemahnya: 
“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka 
(jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah 
mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman 




Ayat diatas menjelaskan bahwa, setiap individu atau kelompok dituntut 
agar selalu  bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT. dan syariat Islam serta 
menjauhi segala larangan-Nya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari selalu 
berada pada jalan yang lurus dan senantiasa yakin kepada Allah AWT. bahwa  
setiap insan yang diciptakan memiliki peran dan bermanfaat untuk orang lain. 
3. Nilai dasar Ada Tongeng (perkataan jujur) 
Nilai dasar ini berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, artinya semua pihak 
yang terlibat dalam suatu tudang sipulung memberikan pandangan-pandangannya 
dalam bentuk informasi atau argumentasi yang benar (jujur). Argumentasi atau 
informasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang dibaliknya tersembunyi 
kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tudang sipulung yang berlangsung 
betul-betul untuk mencari jalan keluar atas suatu permasalahan yang ada untuk 
kepentingan bersama. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl Ayat 105 yang berbunyi:  
$ yϑ¯Ρ Î) “Î tI ø!tƒ z> É‹ s3 ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# ( y7Í×¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ 
šχθ ç/É‹≈ x6 ø9$# ∩⊇⊃∈∪    
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang 
pendusta (Q.S. An-Nahl: 105)”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah hidup dalam dusta dan 
sampaikanlah suatu hal dengan kebenaran (jujur) demi mendapatkan ridha Allah 
SWT. orang-orang yang melakukan kebohongan adalah termasuk kedalam 
golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. dan sebagaimana 
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diketahui bahwa dalam ajaran Islam menuntut setiap umat manusia untuk selalu 
berkata jujur. 
4. Nilai dasar Sipakatau (saling memanusiakan/menghargai) 
Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya 
interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Hal ini menunjukkan 
hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati antar peserta tudang 
sipulung. Yang mana setiap peserta memiliki kesempatan/akses yang sama untuk 
mengemukakan pandanga-pandangannya terhadap suatu permasalahan tanpa adan 
paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. Sebagaimana dalam Q.S. Al-
Hujurat Ayat 10 yang berbunyi: 
$ yϑ¯Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ×ο uθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r' sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθyzr& 4 (#θà)¨? $#uρ ©! $# ÷/ ä3 ª=yès9 tβθçΗxq öè? 
∩⊇⊃∪     
Terjemahnya: 
“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S. Al-Hujurat: 10)”. 
Ayat diatas menjelaskan tentang penghargaan kepada sesama manusia 
berdasarkan rasa persaudaraan. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang 
terpuji yang harus diiliki oleh setiap orang yang beriman, sehingga dapat menjalin 
hubungan yang harmonis dan bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan. Sebab, 
orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap, dan 
perbuatannya agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain dan hendaklah 
selalu takut kepada Allah SWT. 
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5. Nilai dasar Mappesona ri Pawinruk Seuwae (berserah diri kepada sang 
Pencipta) 
Nilai ini berdimensi religius dan transendental, sehingga timbul kesadaran 
akan “pertanggungjawaban” setiap individu kepada sang Penciptanya dalam 
setiap aktivitasnya. Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi 
yang timbul dalam suatu tudang sipulung akan selalu bersandarkan pada nilai-
nilai kejujuran dan kebenaran. Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah ayat 129 yang 
berbunyi: 
βÎ* sù (#öθ©9uθs? ö≅ à)sù š_ É< ó¡ym ª! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ ( Ïµø‹n=tã àMù=ā2 uθs? ( uθèδuρ > u‘ 
Ä ö¸ yèø9$# ÉΟŠ Ïàyèø9$# ∩⊇⊄∪     
Terjemahnya: 
“Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah 
Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku 
bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung (Q.S. 
At-Taubah: 129)”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa hanya kepada Allah SWT. kita harus 
berserah diri, bukan pada beratnya ujian hidup, pada rasa cemas atau rasa takut 
apalagi pada orang lain. Allah lah yang memberikan kekuatan dalam setiap 
akitvitasnya dan hanya Allah lah yang paling pantas untuk disembah.  Tak perlu 
takut dalam menghadapi tantangan hidup jika senantiasa berpegang teguh pada 
Allah SWT. dan syariat-Nya. 
Nilai-nilai tudang sipulung (lima akkatenningeng) diatas harus menjadi 
prasyarat dalam pelaksanaan tudang sipulung sebagai ruang publik agar proses 
komunikasi yang berlangsung dapat terjadi secara rasional, fair, kritis, sehat dan 
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demokratis sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan 
kehendak bersama dan bermanfaat bagi semua pihak. Semua keputusan yang 
disepakati dalam tudang sipulung tidak dapat diubah atau dibatalkan. Pemimpin 
bersama rakyat telah sepakat menjadikannya sebagai keputusan yang tetap (Ade’). 
Jadi, ketetapan adat tersebut mengandung kesucian, keluhuran, dan kesakralan. 
Mengubah atau menyelewengkan kepustusan bersama tersebut berarti  
pelanggaran secara langsung terhadap nilai-nilai yang membentuknya, merusak 
kemaslahatan bersama, memandang rendah keilmuan, mencurangi kejujuran, dan 
menghancurkan semangat kebersamaan. 
E. Dana Desa 
Desa merupakan tatanan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan 
ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat beberapa kebijkan untuk desa 
itu sendiri. Disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka 
diberikanlah kesempatan yang besar kepada desa untuk mengurus tata kelola 
pemerintahannya secara mandiri serta pelaksanaan pembangunan desa dan 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. pemerintah desa 
diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai 
sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan 
kekayaan milik desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa 
memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur 
pemerintah desa. Oleh karena itu pemerintah desa dituntut agar menggunakan 
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dana desa sesuai dengan kepentingan bersama guna meningkatkan pembangunan 
dan taraf hidup masyarakat. 
Pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus 
melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat 
mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki oleh desa. ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau 
dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa 
yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Darmiasih, 
et al 2015). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota 
untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Faridah, 2015).  
Menurut UU No. 6 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang 
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana 
desa juga merupakan dana responsivitas negara untuk membiayai kewenangan 
desa dan memperkuat kemandirian desa. ADD dalam APBD kabupaten/kota 
dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya 
dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi 
pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. 
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat 
desa dan pemberdayaan masyarakat. 
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan. 
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam 
rangka mewujudkan peningkatan sosial. 
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. 
Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan 
wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan 
alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang 
berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, 
tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan, Yulianah (2015). 
Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) 
untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa, sebesar 70% (tujuh 
puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja 
Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk Biaya perbaikan sarana publik dalam 
skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk 
pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi 
tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, 
dan sebagainya yang dianggap penting. 
Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah 
keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang 
diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan 
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desanya. ADD dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian 
pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk 
berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan 
penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping 
kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten/Kota akan 
meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan 
setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau 
kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala 
bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan 
menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. 
F. Rerangka Pikir 
Rerangka pikir pada penelitian disusun dengan adanya  permasalahan yang 
timbul dalam dana desa. Masalah tersebut berupa senjangan anggaran (budgetary 
slack) yang merupakan suatu tindakan penyelewengan anggaran yang mengarah 
ke tindak korupsi dana  desa, yang dilakukan secara secara sengaja oleh pihak-
pihak yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Dengan hadirnya tudang 
sipulung sebagai wadah masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan 
dana desa serta nilai-nilai falsafah “tudang sipulung” dieksplorasi menggunakan 
stewardship theory diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pihak 
pemerintah desa agar tidak melakukan hal-hal yang bersifat opportunistik dan 
lebih mementingkan kepentingan bersama. Secara lengkap rerangka pikir 
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang lebih menspesifikasikan kepada pemahaman atas 
masalah-masalah sosial berdasarkan keadaan riil yang bersifat kompleks dan rinci. 
Menurut Musianto (2002), pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalam 
usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan 
kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek  
kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview 
mendalam, analisis isi, bola salju dan story. Proses penelitian kualitatif 
menyelidiki suatu fenomena  sosial dan masalah kemanusiaan dengan 
mendeskripsikan dan memahaminya secara mendalam. Penelitian kualitatif 
berusaha mengungkapkan berbagai  keunikan yang terdapat pada individu, 
kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara 
menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Kemudian dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 
aktivitas yang menempatkan langsung peneliti dalam fenomena nyata yang 
memiliki banyak interpretasi sehingga dapat memahami suatu fenomena untuk 
memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya terjadi.  
Sukoharsono (2006) juga mengemukakan hal yang sama, menurutnya, 
penelitian kualitaitif adalah teropong atas fenomena sosial (khususnya akuntansi) 
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dengan berbagai cara pandang (teropong), warna , bentuk, macam, perilaku dan 
rasa, misalnya dengan aliran konstruktivis, interpretif, feminism, postmodernis, 
strukturalis, teori kritis, dekonstruktivis dan masih banyak yang lainnya. 
Sementara itu, Bungin (2003) dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan 
menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya 
memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan yang 
diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang 
berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah. 
Lokasi penelitian ini difokuskan pada Desa Benteng Tellue Kecamatan 
Amali Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sesuai dengan kondisi 
dan isu penelitian yang diangkat oleh penulis. Sebagaimana diketahui bahwa Desa 
Benteng Tellue mayoritas di huni oleh masyarakat suku Bugis yang masih kental 
dengan budaya dan adat istiadat mereka termasuk budaya tudang sipulung. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif (interpretative 
approach) dengan metode etnografi. Pendekatan interpretif merupakan sebuah 
metode yang mempelajari pemahaman interpretasi dari tindakan sosial serta 
penjelasan eksplanatif dari praktik dan konsekuensinya. Pendekatan interpretif 
berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa dan 
pengalaman orang yang diteliti. Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang 
unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam 
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memahami makna sosial. Tujuan dari pendekatan ini agar ilmu sosial dapat 
memahami atau memaknai keunikan dari karakter masyarakat modern. 
Metode etnografi digunakan ilmu Akuntansi untuk menjelaskan fenomena 
sosial dan kultur yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sukoharsono, 2009). 
Teknik tersebut mendeskripsikan dan menginterpretsaikan budaya dan kelompok 
sosial.  Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya 
dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara hidup. 
Teknik etnografi sangat penting dikuasai oleh peneliti yang berparadigma 
kualitatif agar bisa memahami karakteristik sebuah komunitas secara lebih 
komprehensif (Koeswinarno, 2015). Dimana tujuan etnografi adalah memahami 
sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk 
mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Arti lainnya adalah etnografi 
mempelajari masyarakat dan belajar dari masyarakat. Berdasar atas alasan-alasan 
tersebut maka penelitian ini dianggap tepat jika menggunakan metode etnografi 
karena penelitian ini termasuk penelitian sosial karena menggagas ide dari nilai 
budaya. 
Penelitian ini ingin memaparkan atau menjelaskan dan menggambarkan 
berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian berdasarkan 
kenyataan yang ada dengan pendekatan interpretif dan metode etnografi. Jadi, 
penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menggambarkan 
bagaimana Inferensi Falsafah “Tudang Sipulung” Dalam Upaya Menghindari 




C. Jenis Dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek (self-Report-Data). 
Dalam Indriantoro (2013), menyebutkan bahwa data subjek adalah jenis data 
penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 
atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (reponden). Dengan 
demikian, data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh 
responden secara individual. Data subjek selanjutanya diklasifikasikan 
berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan. Yaitu: lisan (verbal), 
tertulis, dan ekspresi. Penelitian ini diklasifikasikan dalam data subjek lisan 
(verbal) karena respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang 
diajukan oleh peneliti dalam wawancara. 
2. Sumber data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
(primary data) dan data sekunder (secondary data). Indriantoro (2013) 
mengatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer 
dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 
observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 
pengujian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mewawancarai 
informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Kaur Keuangan, 
Badan Pengawas Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. Jadi jumlah informan yang 
menjadi narasumber adalah 4 (empat) informan.  
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Adapun data sekunder sendiri menurut Indriantoro (2013) adalah sumber 
data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 
dan dicatat oleh pihak lain).  Data sekunder ini berupa dokumen/laporan terkait 
pengelolaan dana desa, serta beberapa dokumen terkait dengan falsafah “tudang 
sipulung” seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan.  
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode pengumpulan data yang terdapat pada penelitian 
kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai 
berikut:  
1. Metode observasi 
Metode observasi ini merupakan pengumpulan data dengan mengamati 
secara langsung subjek yang akan diteliti. Dalam metode ini akan dilakukan 
observasi terhadap hasil kegiatan-kegiatan yang berasal dari penggunaan alokasi 
dana desa sehingga efisiensi pengelolaan alokasi dana desa, mampu disandingkan 
dengan penerapan nilai kearifan falsafah “tudang sipulung”.  
2. Metode Dokumentasi 
Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode 
dokumentasi merupakan cara pengumpulan data secara tidak langsung. Metode 
dokumentasi dilakukan dengan mencari data yang terkait variabel penelitian atau 
hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian. Dokumentasi dapat dianggap sebagai 
materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. 
Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, jurnal-jurnal atau referensi lainnya yang 
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digunakan sebagai panduan atau referensi terkait dengan topik yang dapat 
menunjang hasil penelitian. 
3. Studi Lapangan   
Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
wawancara (survey) terhadap suatu obyek secara langsung. Wawancara yang 
dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara 
dengan narasumber. pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan 
kepada responden, dan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan kepada 
pewawancara. Sehingga memperoleh informasi atau keterangan yang rill yang 
kemudian dilakukan secara berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten 
dalam berbagai persoalan terkait tudang sipulung, budgetary slack dan dana desa. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini ada beberapa instrument yang diharapkan membantu 
dalam prosesnya. Dalam proses wawancara, dilakukan dengan menggunakan alat 
perekam untuk merekam hasil pembicaraaan. Selain alat perekam, handphone 
juga bisa menggantikan alat perekam sekiranya terdapat masalah dalam alatnya 
dan instrument paling penting dalam proses wawancara yaitu manuscript 
penelitian. Kemudian kamera juga akan digunakan untuk mengambil gambar-
gambar yang berkaitan selama proses penelitian. Kemudian, instrument yang 
terakhir adalah laptop dan modem untuk mengakses beberapa jurnal dan artikel 




F. Metode Analisis Data 
Muhadjir (2000) mengatakan bahwa analisis data sebagai upaya mencari 
dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya 
untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 
menyajikan sebagai temuan. Metode analisis data ini dilakukan untuk memahami 
praktik tudang sipulung dalam upaya menghindari budgetary slack dana desa. 
Penelitian ini menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data sebagaimana 
yang disebut Miles dan Huberman (1992), yaitu (1) Reduksi data (data 
reduction); (2) Penyajian data (data display); (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi 
(conclusion drawing/ verification). Adapun proses-proses tersebut dapat 
dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut: 
1. Reduksi data (data reduction)  
Reduksi data dilakukan dengan cara memfokuskan perhatian dan 
pencarian materi penelitian  dari  berbagai  literatur  yang  digunakan  sesuai  
dengan  pokok  masalah  yang telah  diajukan  pada  rumusan  masalah.  Data  
yang  relevan dianalisis secara  cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan. 
Proses ini dilakukan dengan melakukan penyerderhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan yang dilakukan. 
2. Penyajian data (data display) 
penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Pada fase ini, peneliti dapat memanfaatkan bantuan teori, khususnya 
untuk menyusun kerangka domain atau tema. Penyajian data  yang  dilakukan  
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peneliti  dengan menggunakan metode interpretif. diawali dengan menjelaskan 
rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung 
persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang di 
peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu 
kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan 
masalah. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretif maka penyajian 
hanya sebatas pemaparan antara data yang diperoleh dengan teori untuk 
menjawab permasalahan. 
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/ verification) 
Penarikan kesimpulan dari pengumpulan data dan analisa yang telah 
dilakukan, peneliti mencari makna dari  setiap gejala yang diperolehnya dalam 
proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan 
implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Pada proses 
ini peneliti melakukan interpretasi terhadap makna dari bahan empiris yang telah 
dikumpulkan dan dikategorisasikan secara tematik sebagaimana telah dilakukan 
dalam proses sebelumnya. Sedangkan proses verifikasi dilakukan secara dinamis 
dalam berbagai situasi praktis di lapangan dan di luar lapangan, bagaimanapun ini 
dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan sekaligus menjaga kredibilitas 
informan. 
 
G. Uji Keabsahan Data 
Untuk menjamin validitas data, penelitian ini mempraktikkan tipe 
triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian 
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ini yaitu menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang 
berbeda. Metode tringulasi data merupakan metode yang digunakan untuk 
menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi data dapat diartikan 
sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji 
fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. 
Metode yang digunakan yaitu Triangulasi sumber data yang berarti menggali 
kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 
Misalnya, selain melalui sumber data utama yaitu wawancara, peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen yang ditunjukkan 
informan sebagai bukti sehingga data/keterangan dari informan lebih akurat. 
Metode selanjutnya yang digunakan yaitu Triangulasi Teori, yaitu hasil 
akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. 
Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan 
dalam hal ini teori stewardship yang sejalan dengan falsafah tudang sipulung. 
Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman pemahaman ketika peneliti 
mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data 
yang telah diperoleh. Metode selanjutnya adalah Triangulasi metode, dimana 
metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan 
cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey untuk memperoleh 
kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Desa Benteng Tellue merupakan salah satu desa dari Empat Belas (14) 
desa yang ada di Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Desa Benteng Tellue terdiri 
atas tiga (3) dusun yaitu, Dusun Tabbae, Dusun Botto, Dusun Curikki. Desa 
Benteng Tellue adalah desa Agrasis dan Pertanian. Berikut gambaran tentang 




Sebelum Tahun 1800 Desa Benteng Tellue masih berstatus ANRE 
GURUyang sama kedudukannya Kepala Kampung 
atau yang dikenal sekarang dengan Kepala Desa. 
Tahun 1900 – 1957 Nama pemerintahan ANRE GURU berubah status 
menjadi KEPALA KAMPUNG (Setingkat dengan 
Kepala Desa) dan wilayahnya meliputi Botto, 
Bentengnge dan Laponrong yang merupakan 
bahagian dari Wilayah ARUNG AMALI sebelah 
Utara 
1917 – 1957 Pemerintahan desa dinahkodai oleh Kepala 
Kampung yang terdiri dari 3 Kampung (Kampung 




Istilah Kampung pada pemerintahan berubah 
menjadi Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Desa yang dijabat oleh beberapa pejabat sementara 
salah satunya H.Page 
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1966 – 1975 Kepala Desa Definitif dijabat oleh IDRUS PAGE, 
dengan adanya UU No 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, istilah Kampung berubah 
menjadi dusun terdiri dari Dusun Tabbae, Dusun 
Botto, Dusun Bentengnge, Dusun Laponrong dan 
Dusun Curikki 
1975 – 1983 Kepala Desa Benteng Tellue dijabat lagi oleh 
Alimuddin Page 
1983 – 1986 Pada saat berakhirnya masa jabatan Alimuddin 
Page maka Pejabat sementara di ambil alih oleh 
saudara kandungnya H. Abd. Jabbar Page sampai 
ditetapkan jadi Kepala Desa Definitif 
1987 – 1995 1. Jabatan Kepala Desa setelah diadakan Pilkades 
dijabat oleh H.Abd.Jabbar Page selaku Kades 
terpilih 
2. Tahun 1992 diaskan Pemekaran Desa Benteng 
Tellue dan Desa Laponrong yang masing – 
masing hasil pemekarannya membentuk satu 
desa yaitu Desa Laponrong 
3. Dari wilayah Desa Benteng Tellue yang 
dimekarkan adalah Dusun Laponrong dan 
Curikki 
4. Dari hasil kesepakatan Nama Curikki yang 
merupakan salah satu nama Dusun di 
Laponrong di ambil oleh Benteng Tellue 
5. Untuk wilayah Desa Benteng Tellue sekarang 
ini terdiri dari 3 dusun, yaitu : Dusun Tabbae, 
Dusun Botto, dan Dusun Curikki 
1996 – 2016 1. Kepala desa beralih kepada adik dari H. 
Abd Jabbar Page melalui pemilihan desa 
dan Aklamasi. 
2. Kepala desa dijabat oleh H. Abd. Majid 
Page  
2017 – Sekarang Kepala desa dijabat oleh H. Satirah yang 







1. Kondisi Geografis  
Desa Benteng Tellue merupakan salah satu desa dalam wilayah 
Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Secara administratif, wilayah Desa Benteng 
Tellue memiliki batas sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Leppangeng (Kec Ajangale)  
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Tassipi (Kec Amali) 
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Ajanglaleng (Kec Amali) 
Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Abbanuange (Kec.Lilirilau)  
Kabupaten Soppeng 
Luas wilayah Desa Benteng Tellue adalah 13 km2 yang sebagian besar 
lahan di Desa Benteng Tellue digunakan sebagai Lahan Pertanian dan 
Perkebunan, lokasi permukiman warga dan tempat perniagaan, sebagian besar 
penduduk yang beternak, namun luas penggunan lahan tak begitu signifikan, 
hanya di sekitar rumah dan ladang.  
Secara umum keadaan topografi Desa Benteng Tellue adalah daerah 
dataran rendah dan daerah pegunungan, di wilayah Dusun Tabbae, Dusun Botto 
dan Dusun Curikki tanah datar. Iklim Desa Benteng Tellue sebagaimana desa-
desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau 
dan hujan. Desa Benteng Tellue terdiri atas tiga (3) dusun yaitu Dusun Tabbae, 
Dusun Botto, dan Dusun Curikki dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 
sebelas (11) buah. 






Nama Dusun dan Jumlah RT 
Nama Dusun Jumlah RT 
Dusun 1 Tabbae 4 
Dusun 2 Botto 5 
Dusun 3 Curikki 2 
Sumber : Profil Desa Benteng Tellue 
Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui 
perjalanan darat kurang lebih 50 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang 
belum pernah diaspal mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan 
bermotor mencapai kurang lebih 60 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu 
kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 7 km. 
Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan yang tidak diaspal 
dan beberapa kerusakan jalan mengakibatkan waktu tempuh menggunakan 
kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 30 menit. 
Desa Benteng Tellue merupakan wilayah paling potensial untuk bidang 
Pertanian dan perkebunan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta 
sistem yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi 
tanaman perkebunan berupa Jagung diwujudkan dengan menetapkan wilayah 
Desa Benteng Tellue sebagai bagian Kawasan Perkebunan Jagung. Berdasarkan 
kondisi desa ini maka akan dijabarkan, potensi, hingga daftar Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diprogramkan untuk 6 
(enam) tahun. 
 2. Kondisi Demografis
Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu wilayah
karena penduduk merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu Negara.
Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin besar pula 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut.
Penduduk Desa 
terdiri dari laki – laki sebanyak 771 orang dan perempuan 670 orang. Untuk lebih 






Peta Desa Benteng Tellue 
 
Benteng Tellue berjumlah lebih kurang 1.441 Jiwa, yang











Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin 







274 299 573 199 
2 Dusun Botto 331 198 529 138 
3 Dusun 
Curikki 
166 173 339 91 
4 Jumlah  771 670 1.441 510 
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013 
3. Kondisi Sosial 
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal 
mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat 
dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk 







Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan  Jumlah 
1 Tidak Tamat SD 465 
2 SD/Sederajat 767 
3 SMP/Sederajat 112 
4 SMA/Sederajat 60 
5 Diploma/S1 32 
6 S2/S3 5 
 Jumlah 1.441 
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013 
Berdasarkan dari tabel diatas menunjukan bahwa kesadaran untuk 
menempuh pendidikan bagi masyarakat Desa Benteng Tellue meningkat pada 
tahun 2013. Hal ini pulalah yang mendasari sehingga sikap premanisme dari 
sebagian masyarakat dapat diminimalisir seiring dengan meningkatnya tingkat 







Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 
No Tingkat Pendidikan  Jumlah 
1 Islam  1.441 
2 Kristen Katolik - 
3 Kristen Protestan - 
4 Hindu - 
5 Budha - 
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013 
4. Keadaan Ekonomi 
Wilayah Desa Benteng Tellue memiliki berbagai potensi yang baik seperti 
pertanian dan perkebunan terutama tanaman seperti kelapa, kakao, pisang dan 
yang menjadi sumber primadona adalah jagung jenis hibrida.selanjutnya dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 
Table 4.6 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
No Tingkat Pendidikan  Jumlah 
1 Perkebuna Dan Pertanian 724  
2 Pedangang 29 
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3 Buruh 10 
4 PNS 9 
5 Lain-lain 669 
 Jumlah 1.441 
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue 2013 
5. Struktur Organisasi 
 






























Kaur Umum Dan 
Perencanaan 
Kepala Desa 
Kaur           
Keuangan 








Susunan Kepala dan Perangkat Desa 
No  Nama Jabatan  Pendidikan  Umur  
1 Hj. Satirah Kepala Desa SMA 47 
Tahun 




Kaur. Keuangan S1 31 
Tahun 




5 Jusmianti Kaur. Pemerintahan D3 24 
Tahun 




7 H. Sinja  Kepala Dusun Tabbae SD 59 
Tahun 
8 Jumare Kepala Dusun Botto SD 59 
Tahun 
9 A. Sopyan Kepala Dusun Curikki SMA 34 
Tahun 



















b. Struktur Badan Pengawa Desa (BPD) 
 
Gambar 4.3 











B. Falsafah Tudang Sipulung Di Desa Benteng Tellue 
Tudang sipulung merupakan suatu falsafah bugis yang masih sering 
dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah di Desa Benteng Tellue. Tudang 
sipulung dalam masyarakat secara umum sering digunakan sebagai wadah dalam 
menyelesaikan suatu perkara dengan tujuan untuk mencari solusi atas suatu 
permasalahan yang ada untuk mencapai kesepakatan bersama yang berdasarkan 
atas pemenuhan kepentingan bersama. Seorang pallontara’ (penafsir lontara’), 
Baharuddin (2013) menjelaskan dengan bahasa Bugis, bahwa: 
“naiyya riyasenge tudang sipulung, iyyanaritu mallari ade’e napogau 
toriolota’. Tudang maddeppu-deppungeng, tudang mallewo-lewoang 





Anggota Anggota Anggota 
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Tudang sipulung sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat yang mengalir 
dalam kehidupan masyarakat bugis. Tudang sipulung dapat dimaknai sebagai 
Sebuah forum dalam menyelesaikan masalah yang sifatnya kekelurgaan untuk 
mencari asiimaturuseng (kesepakatan bersama). Jika melihat esensi tudang 
sipulung maka konsepsi tudang sipulung inilah yang kemudian disinyalir dan 
dianggap sebagai ruang publik otentik yang dapat memediasi antara kepentingan 
publik dan pemerintah (penguasa). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
tudang sipulung merupakan ruang publik tradisional masyarakat Bugis untuk 
menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan 
pemerintahan dan mencari kesepakatan (kehendak bersama) terhadap 
permasalahan yang dihadapi. Dollah (2016) mendefinisikan tudang sipulung 
sebagai media komunikasi tradisional dalam bentuk duduk bersama antara 
pemerintah dan masyarakat khususnya untuk mendapatkan suatu input dalam 
rangka merumuskan program dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada masing-
masing subsektor secara terpadu dan intensif. 
Tudang sipulung yang didefinisikan sebagai sebuah forum untuk mencari 
kesepakatan bersama sesuai dengan penyataan berikut ini:   
“Tudang sipulung ini merupakan tradisi sejak dulu yang sering dilakukan 
tau riolo ta (orang-orang terdahulu kita) ketika ada perkara yang tidak dapat 
diselesaikan secara pribadi atau kekeluargaan. Tujuannya yaitu untuk 
mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Kesepakatan yang 
ada dalam tudang sipulung itu harus adil dan tidak ada unsur yang dirugikan 




Tudang sipulung diakui sebagai suatu metode yang bagus (makessing) 
karena semua pihak yang terlibat dalam tudang sipulung dapat menyampaikan 
aspirasinya. Sebagaimana pernyataan berikut: 
 “Tudang sipulung itu merupakan suatu budaya warisan dari nenek moyang 
kita yang mempunyai nilai dan tujuan yang sangat bagus “makessing”, 
karena tudang sipulung itu dapat menjadi wadah untuk menyatukan 
perbedaan pendapat dan menyampaikan aspirasi dan pandangan secara 
bebas dengan tujuan kepentingan bersama”. (hasil wawancara dengan kaur 
keuangan) 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, keberadaan tudang sipulung di Desa 
Benteng Tellue sudah ada sejak lama. Tudang sipulung merupakan wadah diskusi 
untuk mencapai kesepakatan bersama. Tudang sipulung dulunya sering digunakan 
dalam bidang pertanian dimana tudang sipulung ini dilakukan dengan cara 
mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir duduk bersama untuk 
mendiskusikan dan menyepakati terkait waktu penanaman padi yang akan 
dilakukan secara bersama oleh masyarakat Benteng Tellue dengan tujuan untuk 
keseragaman dalam pertanian.  Seperti pernyataan berikut: 
“Tudang sipulung dulunya sering digunakan dalam bidang pertanian, 
dimana semua tokoh-tokoh masyarakat di panggil untuk mendiskusikan dan 
menetapkan waktu penanaman. Tudang sipulung berarti tudang 
maddeppungeng, ma bicara-bicara akkatta papolewi assimaturuseng”. 
(hasil wawancara dengan sekretaris BPD) 
 
Tudang sipulung merupakan media komunikasi tradisional dalam bentuk 
duduk bersama antara pemerintah dan masyarakat khususnya untuk mendapatkan 
suatu input dalam rangka merumuskan program dan kebijakan yang akan 
dilaksanakan pada masing-masing subsektor secara terpadu dan intensif terutama 
terkait dengan pengelolaan dana desa. Seperti pernyataan berikut: 
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“Salah satu bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa 
yaitu musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang desa”. (hasil 
wawancara dengan kaur keuangan) 
  
Tudang sipulung saat ini dijadikan wadah bagi masyarakat di Desa 
Benteng Tellue untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan dan desa 
dengan melakukan musyawarah dusun, musyawawarah desa, dan musrembang 
desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat semata atas 
kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Seperti 
pernyataan berikut:   
“tudang sipulung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah desa karena adanya keterbukaan dengan di ikut sertakannya 
masyarakat dalam proses pemerintahan”. (hasil wawancara dengan 
sekretaris BPD) 
Tudang sipulung telah dijadikan wadah bagi masyarakat untuk mengawal 
pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan 
masyarakat. Keputusan yang diambil dari tudang sipulung tersebut, harus 
berdasarkan massolo’ pao (mengalir bersama), yang artinya bahwa keputusan 
yang akan dicapai dalam “duduk bersama” (musyawarah) tersebut merupakan 
keputusan kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan 
bagaikan air yang mengalir bersama. Artinya, kehendak penguasa (pemerintah) 
dan kehendak rakyat (masyarakat) haruslah beriringan dalam menemukan titik 
temu yang berdasarkan kepentingan bersama. Seperti pernyataan berikut: 
“Dengan adanya tudang sipulung ini, tentu berperan dalam proses mengawal 
pemerintah desa, seperti misalkan dalam proses perencanaan anggaran, 
pengawasasn anggaran, maupun pengelolaan anggaran. Tudang sipulung 
menjadi wadah transparansi pemerintah kepada masyarakat dimana 
masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa melalui 




Sejalan dengan asumsi stewardship theory, konsep tudang sipulung 
mensejajarkan posisi steward (pemerintah desa) dengan principle (masyarakat) 
dalam sebuah forum untuk membahas masalah-masalah baik itu berupa 
perencanaan, perbaikan, ataupun pengelolaan anggaran. Keberadaan tudang 
sipulung akan menekan self serving  untuk  berperilaku lebih kooperatif atau 
memperjuangkan kepentingan masyarakat. Seperti penyataan berikut : 
“tudang sipulung berperan untuk mencegah kepustusan sepihak oleh 
pemerintah desa untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri 
sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa yang tepat 
sasaran dan tepat guna”. (Hasil wawancara dengan sekretaris BPD) 
Dengan adanya tudang sipulung, telah mendorong pemerintah desa 
bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan 
bersama. Selain dalam proses pemerintahan desa, semua persoalan kehidupan 
masyarakat dapat di tudang sipulung-kan. Pelaksanaan tudang sipulung dapat 
bersifat resmi maupun tidak resmi. Tudang sipulung yang sifatnya tidak resmi 
umumnya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antar keluarga, yang 
membicarakan persoalan-persoalan keluarga seperti perkawinan, lamaran, dsb. 
Sedangkan hal yang menyangkut persoalan-persoalan bermasyarakat atau 
keputusan-keputusan penting dalam suatu kampung atau antar kampung, atau 
kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi yang di pimpin oleh seorang matoa 
(yang dituakan menurut adat) sebagai pemimpin (raja) suatu kampong/negeri 
(wanua). 
Pelaksanaan tudang sipulung harus berlandaskan terhadap nilai dasar yang 
terkandung dalam tudang sipulung yang biasa disebut sebagai lima 
akkatenningeng. Adapun nilai-nilai dasar atau falsafah tudang sipulung yaitu: 
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1. Nilai dasar Getteng (keteguhan/ketegasan) 
Nilai dasar ini menerangkan bahwa suatu ucapan, sikap, perbuatan harus 
bersandarkan (berpegang teguh) pada keyakinan yang benar/objektif. Seperti 
pernyataan berikut: 
“Getteng itu berarti tegas dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang 
pemimpin harus tegas dalam pendirian atau memutuskan sesuatu selama 
keputusan tersebut terkait dengan kepentingan bersama yang mengandng 
nilai yang baik”.(hasil wawancara dengan kepala desa) 
Getteng atau keteguhan yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai 
pendirian yang tetap atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam 
pendirian terhadap pengambilan kepusan sehingga kondisi tudang sipulung yang 
tercipta benar-benar mencerminkan kondisi objekif (yang sebenarnya) dan tidak 
subjektif, tidak memihak, atau berat sebelah.  
2. Nilai dasar Lempu’ (perbuatan lurus/jujur) 
Nilai dasar ini berhubungan dengan sikap atau perbuatan yang benar 
(lurus). Seperti pernyataan berikut: 
“Lempu’ itu berarti perbuatan yang jujur dimana kita bertindak atau berbuat 
sesuai dengan hak dan kewajiban kita sendiri tanpa mengambil hak orang 
lain dan mengabaikan kewajiban terhadap orang lain”.(hasil wawancara 
dengan kepala desa) 
 Dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam tudang sipulung 
tidak memiliki sifat atau perilaku yang curang/tipu muslihat. Dengan demikian, 
peran tudang sipulung sebagai ruang publik steril dari perbuatan curang, tipu-






3. Nilai dasar Ada Tongeng (perkataan jujur) 
Nilai dasar ini berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Kejujuran yang 
dimaksud adalah jujur dalam berkata atau menyampaikan sesuatu atau informasi. 
Seperti pernyataan berikut: 
“Ada tongeng itu berarti berkata jujur dimana kita menyampaikan informasi 
apa adanya yang sesuai dengan kenyataan atau realita yang sebenarnya tanpa 
mengurangi atau menambahkan informasi”. (hasil wawancara dengan kepala 
desa) 
 Semua pihak yang terlibat dalam suatu tudang sipulung memberikan 
pandangan-pandangannya dalam bentuk informasi atau argumentasi yang benar 
(jujur). Argumentasi atau informasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang 
dibaliknya tersembunyi kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tudang 
sipulung yang berlangsung betul-betul untuk mencari jalan keluar atas suatu 
permasalahan yang ada untuk kepentingan bersama. 
4. Nilai dasar Sipakatau (saling memanusiakan/menghargai) 
Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial yang mengindikasikan adanya 
interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang publik. Seperti pernyataan 
berkut:  
“Sipakatau adalah kebutuhan sosial untuk mempererat persaudaraan, 
meluaskan kekerabatan dan membina relasi”. (hasil wawancara dengan 
kepala desa) 
Hal ini menunjukkan adanya rasa persaudaraan antara setiap peserta 
tudang sipulung, sehingga timbul hubungan yang saling menghargai dan saling 
menghormati antar sesama peserta tudang sipulung. Yang mana setiap peserta 
memiliki kesempatan/akses yang sama untuk mengemukakan pandanga-
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pandangannya terhadap suatu permasalahan tanpa adan paksaan maupun tekanan 
dari pihak manapun juga. 
5. Nilai dasar Mappesona ri Pawinruk Seuwae (berserah diri kepada sang 
Pencipta) 
Nilai ini berdimensi religius dan transendental, sehingga timbul kesadaran 
akan “pertanggungjawaban” setiap individu kepada sang Penciptanya dalam 
setiap aktivitasnya.  
“Mappesona ri Pawinruk Seuwae berarti setiap apa yang telah kita usahakan 
dan yang sedang kita kerjakan, kita harus selalu berpegang teguh kepada 
Allah SWT. agar mendapat ridho-Nya dan selalu berserah diri terhdadap apa 
yang telah kita lakukan”.(hasil wawancara dengan kepala desa) 
Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi yang timbul 
dalam suatu tudang sipulung akan selalu bersandarkan pada nilai-nilai kejujuran 
dan kebenaran dan selalu bertawakkal kepada Allah SWT. atas apa yang telah 
diusahakan. 
C. Bentuk Budgetary Slack Dana Desa 
Anthony dan Govindarajan (2005) mengartikan slack anggaran sebagai 
perbedaan antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik. Budgetary slack 
merupakan proses penganggaran yang ditemukan adanya distorsi secara sengaja 
dengan menurunkan pendapatan yang dianggarkan dan meningkatkan biaya yang 
dianggarkan. Seperti pernyataan berikut: 
“Senjangan anggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur yang 
dilakukan oleh kepala desa atau aparatur pemerintah desa dimana mereka 
berusaha untuk memperoleh keuntungan atas anggaran yang ada.  Biasanya 
itu dilakukan dengan mengambil sisa anggaran yang ada dengan 
membuatkannya laporan fiktif untuk penghabisan anggaran”. (hasil 
wawancara dengan kepala desa)  
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Budgetary slack didefinisikan sebagai suatu perilaku yang disfungsional 
bahkan tidak jujur, karena pemerintah desa berusaha untuk memuaskan 
kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan biaya-biaya desa terus di 
tingkatkan. Yuhertiana (2005) budgetary slack adalah proses yang terjadi saat 
perencanaan anggaran, dimana individu akan cenderung mengoverestimatekan 
cost atau mengunderestimatekan revenue. Seperti pernyataan berikut: 
“Senjangan anggaran ini terjadi karena adanya perbedaan antara pendapatan 
dengan pengeluaran. Contoh misalkan, dana desa yang diterima misalkan 
sekitar 1M namun yang dikeluarkan hanya sekitar 700jt. Sisah anggaran 
yang ada dibuatkan saja laporan palsu sehingga sisah anggaran tersebut 
masuk ke kantong pribadi pemerintah”. (hasil wawancara dengan sekretaris 
BPD) 
Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dikemukakan oleh asmatang 
selaku kaur keuangan:  
“Iya pernah, senjangan anggaran merupakan suatu bentuk pelaporan fiktif 
artinya melakukan pelaporan anggaran atas suatu proyek atau suatu kegiatan 
yang sudah ada dan sehingga menyebabkan biaya-biaya bertambah. (hasil 
wawancara dengan kaur keuangan) 
 Pernyataan diatas menggambarkan akan adanya keselarasan pemahaman 
tentang budgetary slack yang secara umum merupakan pelaporan fiktif yang 
berkaitan dengan peningkatan biaya-biaya. Dalam praktek pelaporan fiktif 
terdapat dua jenis bentuk pelaporan fiktif yang telah ditemukan di berbagai daerah 
atau desa  yang telah terbukti melakukan kasus penyalahgunaan anggaran dana 
desa. Adapun kedua bentuk pelaporan fiktif tersebut yaitu seperti yang 
diungkapkan oleh kaur keuangan sebagai berikut: 
“pelaporan fiktif dilakukan atas suatu proyek yang sudah ada memang 
sebelumnya tapi sebenarnya tidak berasal dari dana desa namun dimasukkan 
dalam pelaporan dana desa”. (hasil wawancara dengan kaur keuangan) 
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Bentuk senjangan anggaran yaitu berupa pelaporan fiktif. Pelaporan fiktif 
dimaksud adalah proyek-proyek yang telah dibuat atau dibangun dengan anggaran 
yang lain namun di klaim sebagai proyek yang sumber pendanaannya berasal dari 
dana desa sehingga seolah-olah dana desa yang digunakan. bentuk lain pelaporan 
fiktif sebagai berikut: 
 “pelaporan fiktif dilakukan dengan melaporkan adanya pengadaan proyek 
dalam pelaporan dana desa namun sebenarnya proyek itu tidak ada 
memang”. (hasil wawancara dengan kaur keuangan) 
 Pelaporan fiktif ini adalah pengadaan anggaran terhadap suatu proyek 
tertentu namun pada kenyataannya proyek tersebut tidak pernah ada sehingga 
menyebabkan adanya peningkatan biaya. Anggaran yang dilaporkan terhadap 
pengadaan suatu proyek atau kegiatan desa tidak digunakan sebagaimana apa 
yang telah dilaporkan. 
 Budgetaray slack  merupakan penggelembungan anggaran yang dilakukan 
secara sengaja yang dilakuka oleh pemerintah desa. Ini merupakan tindakan yang 
disfungsional yang sengaja dilakukan oleh pemerintah desa dengan maksud untuk 
memperkaya diri atau memuaskan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan 
kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Terkait kasus budgetary slack 
dana desa, terdapat pula bentuk lain dari budgetary slack yang dilakukan oleh 
pemerintah desa yaitu mark up anggaran. Seperti pernyataan berikut: 
“budgetary slack dana desa itu sendiri mirip-mirip ji atau sama dengan kasus 
mark up anggaran. mark up anggaran terjadi dimana anggaran yang 
dilaporkan tidak sesuai dengan volume bangunan yang dilaporkan”. (hasil 
wawancara dengan kaur keuangan) 
 Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya 
penyamaan persepsi terhadap budgetary slack dengan mark up anggaran. Mark up 
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anggaran merupakan suatu tindak kecurangan anggaran yang dilakukan oleh 
pemerintah desa. Mark up anggaran merupakan proses menaikkan biaya atas suatu 
proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Seperti 
pernyataan berikut: 
“Salah satu contoh senjangan anggaran yaitu mark up anggaran, kasus ini di 
temukan di desa Mattirosompe dimana kepala desanya membuat proyek 
dengan laporan anggaran tidak sesuai dengan volume proyek yang 
dibangun”. (hasil wawancara dengan kepala desa) 
Berdasarkan pemaparan tersebut, mark up anggaran terjadi ketika biaya 
yang dilaporkan terhadap suatu kegitan atau proyek jauh lebih besar dari apa yang 
digunakan. Artinya jumlah anggaran yang diperoleh lebih besar dari pada jumlah 
biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut. Selisih 
atau sisah dari anggaran ini yang tidak digunakan untuk kegiatan atau proyek 
desa, tentu akan masuk ke kantong pribadi pemerintah desa dan anggaran tersebut 
digunakan hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadinya.   
D. Inferensi Falsafah Tudang Sipulung Dalam Pengelolaan Dana Desa di 
Benteng Tellue 
Dana desa menjadi sorotan pemerintah pusat saat ini dan menjadi 
perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pasalnya, dana yang terbilang cukup 
besar itu harus digunakan sebagaimana fitrah tujuannya yaitu untuk memenuhi 
kepentingan masyarakat ataupun kepentingan bersama. Dana desa ini menjadi 
tantangan bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, karena 
banyaknya kasus yang telah terungkap mengenai penyalahgunaan dana desa ini. 
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana desa yaitu 
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kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur desa dalam mengelola dana 
desa itu sendiri. seperti yang diungkapkan oleh Nisrandiali: 
“Sebenarnya penyalahgunaan dana desa terjadi karena kebanyakan kepala 
desa tidak mengetahui fungsi dari dan desa tersebut dan harus dibawa 
kemana sebenarnya sub-sub dari dana desa tersebut”. (Hasil wawancara 
dengan masyarakat)  
 
Berdasarkan pernyataan tersebut, kebanyakan kepala desa tidak memiliki 
kemampuan yang cukup dalam mengelola dana desa sehingga dana desa tersebut 
seringkali tidak tepat dalam pengalokasiannya. Selain itu, kurangnya pengawasan 
dari pihak lain terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat 
pemerintah desa menyebabkan seringkali terjadi penyalahgunaan dana desa. 
Seperti pernyataan berikut: 
“Penyalahgunaan dana desa sebenarnya timbul karena karakter dari 
pemerintah desa itu sendiri untuk selalu bertindak curang dan kurangnya 
pengawasan dari masyarakat”. (hasil wawancara dengan sekretaris BPD) 
 
 Hal senada diungkapkan oleh Hj. Satirah selaku kepala desa yaitu sebagai 
berikut: 
 “penyalahgunaan sebenarnya terjadi karena kurangnya kesadaran 
pemerintah desa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan 
mereka lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi karena 
kurangnya pengawasan dari masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah 
desa leluasa melakukan tindak kecurangan terhadap anggaran. Dan salah 
satu faktor utama yang menyebabkan pemerintah desa sering melakukan 
tindakan penyalahgunaan dana desa  yaitu tidak melibatkannya tuhan dalam 
proses pemerintahannya”.(hasil wawancara dengan kepala desa) 
 
Karakter pemerintah yang lebih mementingkan dan mengutamakan 
kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat tentu akan mendorong 
mereka untuk melakukan tindakan kecurangan atau penyalahgunaan anggaran 
terhadap dana desa yang dikelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa 
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perlu pengendalian mendasar sebagai pengawasan menuju pengelolaan dana desa 
yang baik dan terbebas dari penyalahgunaan dana desa atau budgetary slack. 
Peljhan Dan Metka (2008) menyatakan bahwa adanya pengendalian internal akan 
menunjang kinerja organisasi lebih terarah. Salah satu bentuk pengendalian 
internal pemerintah desa yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan 
dana desa, dimana masyarakat berperan sebagai social control. Seperti pernyataan 
berikut: 
“Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa saat ini terkhusus kami 
sebagai BPD yaitu meningkatkan pengawasan, dalam hal ini kami mengajak 
masyarakat untuk ikut berpartipasi melakukan pengawasan terhadap 
pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dengan keterlibatan 
masyarakat tentu akan membantu kami dalam proses pengawasan sehingga 
tidak lagi muncul keputusan-kepusan sepihak yang dilakukan oleh 
pemerintah desa”. (hasil wawancara dengan sekretaris BPD) 
Hal senada diungkapkan oleh Nisrandiali pada saat diwawancarai, 
pernyataan tersebut sebagai berikut: 
 “Salah satu upaya yang diterapkan oleh pemerintah desa yaitu dengan 
melibatkan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan dana 
desa sebagai social control. Karena ketika masyarakat apatis atau tidak 
peduli dengan dana desa tersebut maka akan terjadi senjangan anggaran. 
Kemudian pemerintah desa juga harus melaporkan dalam kesempatan rapat 
atau musyawarah terkait anggaran yang digunakan agar transparan”. (hasil 
wawancara dengan masyarakat) 
 
Berdasarkan pernyataan diatas, peran masyarakat sangatlah penting dalam 
proses pengelolaan dana desa sebagai pengawas atau social control karena mereka 
adalah objek pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa yang 
ada. Dengan kata lain, masyarakat sebagai principle dan pemerintah desa sebagai 
steward. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, tentu 
akan memperbaiki atau mengoptimalkan pengelolaan dana desa yang dilakukan 
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oleh pemerintah desa karena adanya keterbukaan dan transparansi pengelolaan 
dana desa sehingga tidak lagi timbul penyalahgunaan anggaran atau senjangan 
anggaran. Seperti pernyataan berikut: 
“Setelah pemeriksaan dari inspektorat untuk anggaran tahun 2017 
Alhamdulillah hasilnya bagus dan tidak ditemukan adanya kasus-kasus yang 
berkaitan dengan senjangan anggaran. Hal ini tidak lepas dari peran semua 
pihak termasuk masyarakat dan para tokoh-tokoh yang membantu kami 
dalam mengelola dana desa yang ada. Langkah utamanya yaitu menerapkan 
transparansi dan kerjasama antara semua pihak”. (hasil wawancara dengan 
kaur keuangan) 
 
Selain itu, untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa 
perlu wadah atau ruang untuk masyarakat itu sendiri untuk ikut berpastisipasi 
dalam pengelolaan dana desa. Faktanya, secara turun temurun terdapat wadah 
komunikasi untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam lingkup keluarga 
atau masyarakat yaitu tudang sipulung. Dollah (2016) mendefinisikan tudang 
sipulung sebagai media komunikasi tradisional dalam bentuk duduk bersama 
antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan suatu input dalam rangka 
merumuskan program dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada masing-masing 
subsektor secara terpadu dan intensif. 
 Tudang sipulung hadir sebagai wadah atau ruang yang dapat digunakan 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Seperti 
pernyataan berikut: 
“Sebenarnya masyarakat ada beberapa yang sudah terlibat terutama tokoh-
tokoh masyarakat. Dan pemerintah desa masih mengharapkan agar semua 
pihak atau masyarakat tak terkecuali ikut aktif berperan dalam pengelolaan 
dana desa. Dan salah satu wadah yang disediakan untuk masyarakat agar 





 Pernyataan ini di perkuat dengan adanya pendapat dari Asmatang yang 
mengatakan bahwa : 
“Dengan adanya tudang sipulung ini, tentu berperan dalam proses 
mengawal pemerintah desa, seperti misalkan dalam proses perencanaan 
anggaran, pengawasasn anggaran anggaran, maupun pengelolaan anggaran. 
Tudang sipulung menjadi wadah transparansi pemerintah kepada 
masyarakat dimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan 
dana desa melalui tudang sipulung ini”. (hasil wawancara dengan kaur 
keuangan) 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, eksistensi tudang sipulung dalam 
pemerintahan desa memiliki peranan penting terhadap pengelolaan dana desa. 
Tudang sipulung dijadikan sebagai wadah atau ruang oleh masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa terkhusus pengelolaan dana desa, 
dimana masyarakat memiliki peran sebagai social control terhadap pengelolaan 
dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, tudang sipulung juga 
dijadikan ruang publik atau wadah transparansi pemerintah kepada masyarakat.  
Tudang sipulung menjadi solusi bagi masyarakat dalam mempersoalkan 
masalah yang berkaitan penyelenggaraan pemerintah (kekuasaan), yang 
berlangsung secara kritis dan rasional karena dilandasi oleh nilai-nilai komunikasi 
ideal seperti ada tongeng (perkataan jujur), lempu’ (perbuatan jujur), getteng 
(keteguhan), sipakatau (saling menghargai) yang berdasarkan pada nilai-nilai 
panngadereng (adat istiadat) sebagai sumber hukum masyarakat dan pemerintah. 
Falsafah tudang sipulung menjadi ruang komunikasi tradisional untuk 
masyarakat yang mengandung nilai-nilai utama (akkatenningeng) yang dapat 
dijadikan pegangan dalam pengelolaan keuangan dana desa, baik untuk 
pemerintah desa maupun masyarakat. Adapun nilai-nilai utama falsafah tudang 
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sipulung yaitu lima akkatenningeng diantaranya ada tongeng, lempu’, geteng, 
sipakatau, dan Mappesona ri Pawinruk Seuwae. lima akkatenningeng ini dapat 
dijadikan pegangan teguh oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya 
dan pengelolaan dana desa. 
1. Getteng 
 Konteks seorang pemerintah desa adalah orang-orang yang lahir atas 
dasar pilihan masyarakat desa. Pemerintah desa yang dipilih harus memiliki 
kemampuan dan mengkoordinir desa dengan baik. Pemerintah desa dituntut agar 
memiliki nilai getteng (keteguhan)  dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana 
dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. š ÏΒ≡§θ s% ¬! u !#y‰ pκà− ÅÝó¡É)ø9$ Î/ ( Ÿω uρ 
öΝà6 ¨ΖtΒÌôf tƒ ãβ$ t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n?tã āω r& (#θä9Ï‰ ÷è s? 4 (#θä9Ï‰ ôã$# uθèδ Ü> tø%r& 3“uθø)−G=Ï9 ( 
(#θà)¨? $#uρ ©! $# 4 āχÎ) ©! $# 7Î6yz $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ès? ∩∇∪   
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Maidah: 8)”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melakukan 
perbuatan yang benar, maka ia harus berani untuk menegakkan kebenaran dengan 
cara bertindak adil bagi orang lain sehingga tidak menghakimi orang yang tidak 
bersalah hanya karena kebencian pribadi. Keteguhan selain berarti teguh, kata 
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inipun berarti tetap-asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam 
pendirian, erat memegang sesuatu. Nilai getteng ini terikat pada makna yang 
positif. Ini dinyatakan oleh cendekiawan Luwu dalam Mathhes (1874) bahwa : 
”Eppa’i gau’na gettennge: tessalai jancie, tessorosie ulu ada, telluka anu 
pura teppinra assituruseng, mabbicarai naparapi mabbinru’i tepupi 
napaja”.    
Empat perbuatan nilai keteguhan: (a) tak mengingkari janji; (b) tak 
mengkhianati kesepakatan; (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah 
mengubah kesepakatan; dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum 
rampung. Seperti yang diungkapkan oleh Sanre sebagai berikut: 
“Getteng adalah sebagai sesuatu sikap yang tegas dan konsisten, yaitu 
tindakan yang tidak samar-samar dan bimbang”.(hasil wawancara sekretaris 
BPD) 
 
Nilai getteng tentu akan menjaga kesepakatan atau keputusan yang lahir 
dari diadakannya tudang sipulung, dimana kesepakatan atau keputusan tersebut 
tidak akan mengalami perubahan sedikitpun karena adanya sikap ketegasan dan 
konsisten dalam mempertahankan keputusannya. seperti pernyataan berikut: 
“Seharusnya kan tujuan dari dilakukannya musyawarah atau tudang 
sipulung untuk memperoleh kesepakatan bersama, artinya kalau itu sesuai 
dengan kepentingan bersama itu harusnya jadi keputusan akhir, Karena 
tidak ada lagi keputusan yang di sepakati diluar dari musyawarah itu”. (hasil 
wawancara dengan masyarakat) 
 
 Berdasarkan pernyataan tersebut, secara tidak langsung menunjukkan 
bahwa adanya implementasi atas nilai getteng itu sendiri. Keputusan yang 
dihasilkan bersama melalui tudang sipulung tidak akan mengalami perubahan 
secara sepihak oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai getteng memiliki peranan penting dalam 
pengelolaan dana desa.  
Dengan adanya nilai getteng ini, pengelolaan dana desa hanya 
dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan bersama yang diperoleh dan 
diputuskan melalui tudang sipulung dimana keputusan tersebut merupakan 
keputusan final yang tidak dapat berubah secara sepihak dalam kondisi apapun. 
Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan berpegang teguh 
terhadap nilai getteng mampu meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa dan 
tentu akan terhindar dari tindakan-tindakan penyalahgunaan anggaran termasuk 
budgetary slack dana desa.  
2. Lempu’  
Dalam perkataan bugis lempu’ berarti jujur dalam berprilaku. Menurut arti 
logatnya lempu’ sama dengan lurus. Berlaku jujur merupakan suatu kebaikan yang 
nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berlaku jujur tersebut. 
Sedangkan bagi yang berlaku bohong maka akan mendatangkan keburukan bagi 
pelakunya bahkan suatu saat kelak di akhirat nanti akan disiksa di dalam neraka.  
Dalam hadis rasulullah saw. Bersabda:  
 ِﺔﻨَْﺠﻟا َﱃِا ْيِﺪَْﳞِ ِّْﱪﻟا نِا ِ ِّْﱪﻟا َﱃِا ْيِﺪَْﳞ َقْﺪ ِّﺼﻟا نَِﺎﻓ ِقْﺪ ِّﺼﻟِ ُْﲂَْﯿَﻠ  
 )ﻞﺴﻣو ىرﺎ#ﺒﻟا ﻩاور (  
Artinya : 
“Dari Abdullah ibn Mas’ud, dari Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya 
jujur itu membawa Kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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Dalam berbagai konteks, adakalanya kata lempu’ berarti juga ikhlas, 
benar, baik atau adil. Arti ini yang dapat dipahami ketika ditemukan kata lempu’ 
dalam ungkapan-ungkapan masyarakat Bugis atau lontara Bugis.  
“Eppa’I gau’na lempu’e: risalaie naddampeng, riparennuangie temmaceko 
bettuanna risanresi teppabbelleang, temmangoangenngi tania alona, 
tennaseng deca rekko nassamarini peudecengi” 
Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa terdapat empat bentuk perbuatan 
jujur dalam masyarakat bugis, yaitu: (a) Memaafkan orang yang berbuat salah 
kepada dirinya, (b) Di percaya lalu tak curang, artinya disandari lalu tak berdusta, 
(c) Tak menyerakahi yang bukan haknya, (d) Tidak memandang kebaikan hanya 
buat dirinya. Seperti pernyataan berikut: 
“Lempu’ itu berarti perbuatan yang jujur dimana kita bertindak atau berbuat 
sesuai dengan hak dan kewajiban kita sendiri tanpa mengambil hak orang 
lain dan mengabaikan kewajiban terhadap orang lain”.(hasil wawancara 
dengan kepala desa) 
Berdasarkan pemaparan tersebut, Penerapan Nilai lempu’ dalam 
pemerintahan desa memiliki peran yang sangat baik, dimana pemerintah desa di 
tuntut untuk selalu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Sehingga tidak lagi 
muncul tindakan-tindakan atau prilaku disfungsional yang dapat merugikan 
kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. 
Nilai lempu’ dalam pengelolaan dana desa berfungsi sebagai pegangan 
atau landasan pemerintah dalam mengelola dana desa, dimana pemerintah desa 
sebagai steward mampu menyamakan tujuannya dengan masyarakat sebagai 
principle. Nilai lempu juga mendorong pemerintah desa untuk selalu bertindak 
atau melakukan pengelolaan dana desa secara jujur dengan tidak mengambil hak 
masyarakat dari dana desa tersebut sehingga dana desa yang dikelolanya hanya 
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digunakan sebagaimana fitrah tujuan yang sebenarnya yaitu hanya untuk 
memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. 
3. Ada Tongeng 
  Nilai dasar ini berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, artinya semua pihak 
yang terlibat dalam suatu tudang sipulung memberikan pandangan-pandangannya 
dalam bentuk informasi atau argumentasi yang benar (jujur). Argumentasi atau 
informasi yang diberikan bukanlah suatu rekayasa yang dibaliknya tersembunyi 
kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga tudang sipulung yang berlangsung 
dapat memberikan jalan keluar atas suatu permasalahan yang ada untuk 
kepentingan bersama. Seperti pernyataan berikut: 
“Ada tongeng, berhubungan dengan ucapan yaitu mengatakan yang benar, 
tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang tidak mungkin 
berprilaku jujur tanpa disertai ada tongeng”. (hasil wawancara dengan 
masyarakat) 
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, ada tongeng berarti perkataan yang jujur 
dalam menyampaikan informasi tanpa adanya rekayasa atau unsur kebohongan 
sedikitpun. Hal senanda yang di ungkapakan oleh Hj. Satirah: 
“Ada tongeng itu berarti berkata jujur dimana kita menyampaikan informasi 
apa adanya yang sesuai dengan kenyataan atau realita yang sebenarnya tanpa 
mengurangi atau menambahkan informasi”. (hasil wawancara dengan kepala 
desa) 
 Berdasarkan pernyataan tersebut, Ada tongeng merupakan output dari 
kegiatan tudang sipulung, semua pihak memberikan aspirasinya dalam sebuah 
forum dan akan ditelaah atau di komentari oleh pihak lain sehingga kesimpulan 




 Nilai Ada tongeng dalam pengelolaan dana desa memiliki peran yang 
sangat penting dimana pemerintah desa di tuntut untuk menyampaikan informasi-
informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa yg akan dilakukan 
atau yang telah dilaksanakan secara jujur dan tidak ada unsur rekayasa 
didalamnya. Penyampaian informasi di sajikan memlalui infografis APBDes 
secara jujur, transparansi dan tidak ada unsur rekayasa didalamnya.  Sebagaimana 
dalam Q.S. An-Nahl Ayat 105 yang berbunyi:  
$ yϑ¯Ρ Î) “Î tI øtƒ z> É‹ s3 ø9$# t Ï%©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ÷σãƒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# ( y7Í×¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ 
šχθ ç/É‹≈ x6 ø9$# ∩⊇⊃∈∪    
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang 
pendusta (Q.S. An-Nahl: 105)”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah hidup dalam dusta dan 
sampaikanlah suatu hal dengan kebenaran (jujur) demi mendapatkan ridha Allah 
SWT. orang-orang yang melakukan kebohongan adalah termasuk kedalam 
golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. dan sebagaimana 
diketahui bahwa dalam ajaran Islam menuntut setiap umat manusia untuk selalu 
berkata jujur. 
4. Sipakatau 
Salah satu falsafah tudang sipulung adalah sipakatau. Falsafah ini 
memberikan setiap pihak kesempatan/akses yang sama untuk mengemukakan 
pandanga-pandangannya terhadap suatu permasalahan tanpa adanya paksaan 
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maupun tekanan dari pihak manapun juga. Nilai dasar ini memiliki dimensi sosial 
yang mengindikasikan adanya interaksi yang bersifat egaliter dalam suatu ruang 
publik. Hal ini menunjukkan hubungan yang saling menghargai dan saling 
menghormati antar peserta tudang sipulung. Seperti pernyataan berikut: 
“Sipakatau adalah kebutuhan sosial untuk mempererat persaudaraan, 
meluaskan kekerabatan dan membina relasi”. (hasil wawancara dengan 
kepala desa) 
 
 Dalam pelaksanaan tudang sipulung, semua pihak yang terlibat harus 
menghargai setiap pendapat, saran, maupun kritik yang di berikan oleh setiap 
peserta tudang sipulung tanpa ada batasan-batasan dari pihak manapun. Seperti 
pernyataan berikut: 
“Sipakatau berarti saling menghargai atau menghormati tanpa membeda-
bedakan satu sama lain. Sebagai aparat pemerintah desa, kami harus 
melayani setiap masyarakat sesuai dengan hak mereka tanpa membeda-
bedakannya”.(hasil wawancara dengan kepala desa) 
Pemerintah desa harus memiliki nilai sipakatau dalam menjalankan tugas 
dan wewenang sebagai orang kepercayaan masyarakat yang telah di pilih secara 
langsung oleh masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 10 yang 
berbunyi: 
$ yϑ¯Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# ×ο uθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r' sù t÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθyz r& 4 (#θà)¨? $#uρ ©! $# ÷/ ä3 ª=yès9 tβθçΗxq öè ∩⊇⊃∪    
Terjemahnya: 
“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap 
Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Q.S. Al-Hujurat: 10)”. 
Ayat diatas menjelaskan tentang penghargaan kepada sesama manusia 
berdasarkan rasa persaudaraan. Sikap saling menghargai merupakan sikap yang 
terpuji yang harus diiliki oleh setiap orang yang beriman, sehingga dapat menjalin 
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hubungan yang harmonis dan bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan. Sebab, 
orang yang dapat menghargai orang lain akan menjaga lisan, sikap, dan 
perbuatannya agar tidak menyinggung dan menyakiti orang lain dan hendaklah 
selalu takut kepada Allah SWT. 
Sebagai bentuk pelayanan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa 
menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan dana tersebut. Ruang publik  tersebut adalah tudang sipulung 
(musrembang desa). Pelaksanaan musrembang desa harus didasari oleh nilai 
sipakatau dimana tidak ada perbedaan antara aparatur pemerintah desa dengan 
masyarakat. Posisi pemerintah desa dengan masyarakat disejajarkan atau 
disamakan sebagai peserta tudang sipulung (musrembang desa) sehingga ruang 
tersebut steril dari intervensi dari pihak mana pun dan pemerintah desa harus 
menghargai setiap aspirasi atau pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta 
tudang sipulung (musrembang desa). Pengelolaan dana desa dilaksanakan 
berdasarkan nilai sipakatau, diamana pemerintah desa bekerja sama dengan 
masyarakat dalam mewujudkan kebaikan, cita-cita, atau tujuan bersama tanpa 
adanya perbedaaan status dengan rasa saling menghargai satu sama lain dengan 
berpegang teguh pada prinsip bahwa kita semua bersaudara. 
5. Mappesona ri Pawinruk Seuwae  
Salah satu falsafah tudang sipulung yang paling penting adalah 
Mappesona ri Pawinruk Seuwae, apabila keempat falsafah sebelumnya bersifat 
horizontal pada sesama manusia. Pada falsafah ini menggambarkan hubungan 
vertikal antara manusia terhadap Tuhannya. Seperti pernyataan berikut: 
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“Mappesona ri Pawinruk Seuwae berarti setiap apa yang telah kita usahakan 
dan yang sedang kita kerjakan, kita harus selalu berpegang teguh kepada 
Allah SWT. agar mendapat ridho-Nya dan selalu berserah diri terhdadap apa 
yang telah kita lakukan”.(hasil wawancara dengan kepala desa) 
 
Nilai Mappesona ri Pawinruk Seuwae berdimensi religius dan 
transendental, sehingga timbul kesadaran akan “pertanggungjawaban” setiap 
individu kepada sang Penciptanya dalam setiap aktivitasnya. Selain melibatkan 
sesama manusia atau masyarakat dalam proses pemerintahan desa, Tuhan pun 
selaku sang Pencipta wajib untuk dilibatkan dalam proses pemerintahan desa 
termasuk dalam pengelolaan dana desa sehingga mendapat ridho-Nya. Seperti 
pernyataan berikut: 
“melibatkan Tuhan dalam proses pemerintahan”.(hasil wawancara dengan 
kepala desa) 
Dengan adanya kesadaran vertikal tersebut, maka komunikasi yang timbul 
dalam suatu tudang sipulung akan selalu bersandarkan pada nilai-nilai kejujuran 
dan kebenaran dan pengelolaan dana desa juga harus berlandaskan dengan nilai-
nilai agama agar keputusan yang dihasilkan merupakan bentuk ketakwaan kepada 
Allah SWT. Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah ayat 129 yang berbunyi: 
βÎ* sù (#öθ©9uθs? ö≅ à)sù š_ É< ó¡ym ª! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ ( Ïµø‹n=tã àMù=ā2 uθs? ( uθèδuρ > u‘ 
Ä ö¸ yèø9$# ÉΟŠ Ïàyèø9$# ∩⊇⊄∪     
Terjemahnya: 
“Jika mereka berpaling (dari keimanan), Maka Katakanlah: "Cukuplah 
Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. hanya kepada-Nya aku 




Ayat diatas menjelaskan bahwa hanya kepada Allah SWT. kita harus 
berserah diri, bukan pada beratnya ujian hidup, pada rasa cemas atau rasa takut 
apalagi pada orang lain. Allah lah yang memberikan kekuatan dalam setiap 
akitvitasnya dan hanya Allah lah yang paling pantas untuk disembah.  Tak perlu 
takut dalam menghadapi tantangan hidup jika senantiasa berpegang teguh pada 
Allah SWT. dan syariat-Nya. 
Falsafah Mappesona ri Pawinruk Seuwae merupakan nilai yang sangat 
penting dalam pengelolaan dana desa karena nilai ini menggambarkan hubungan 
antara pemerintah desa terhadap Tuhannya dimana setiap aktivitas atau kegiatan 
yang dilakukan, pemerintah desa selalu bertawakkal dan berserah diri kepada 
Allah SWT. atas apa yang telah dikerjakan. Dengan adanya nilai ini, pengelolaan 
dana desa yang dilakukan pemerintah desa dapat di pertanggungjawabkan di 
dunia dan di akhirat. 
Adapun hasil inferensi dari Lima Akkatenningeng disajikan dalam tabel 
sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Inferensi Falsafah Tudang Dalam Pengelolaan Dana Desa 
No Nilai Tudang Sipulung Hasil Inferensi pengelolaan dana desa 
1 Getteng pengelolaan dana desa hanya dilaksanakan 
berdasarkan pada kesepakatan bersama yang 
diperoleh dan diputuskan melalui tudang 
sipulung dimana keputusan tersebut 
merupakan keputusan final yang tidak dapat 
berubah secara sepihak dalam kondisi apapun. 
Dengan demikian, pengelolaan dana desa 
yang dilakukan dengan berpegang teguh 
terhadap nilai getteng mampu meningkatkan 
efektifitas pengelolaan dana desa dan tentu 
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akan terhindar dari tindakan-tindakan 
penyalahgunaan anggaran termasuk budgetary 
slack dana desa. 
2 Lempu’  Nilai lempu’ dalam pengelolaan dana desa 
berfungsi sebagai pegangan atau landasan 
pemerintah dalam mengelola dana desa, 
dimana pemerintah desa sebagai steward 
mampu menyamakan tujuannya dengan 
masyarakat sebagai principle. Nilai lempu 
juga mendorong pemerintah desa untuk selalu 
bertindak atau melakukan pengelolaan dana 
desa secara jujur dengan tidak mengambil hak 
masyarakat dari dana desa tersebut sehingga 
dana desa yang dikelolanya hanya digunakan 
sebagaimana fitrah tujuan yang sebenarnya 
yaitu hanya untuk memenuhi kepentingan 
masyarakat atau kepentingan bersama. 
3 Ada tongeng Nilai Ada tongeng dalam pengelolaan dana 
desa memiliki peran yang sangat penting 
dimana pemerintah desa di tuntut untuk 
menyampaikan informasi-informasi kepada 
masyarakat terkait pengelolaan dana desa yg 
akan dilakukan atau yang telah dilaksanakan 
secara jujur dan tidak ada unsur rekayasa 
didalamnya. 
4 Sipakatau  Pengelolaan dana desa dilaksanakan 
berdasarkan nilai sipakatau, diamana 
pemerintah desa bekerja sama dengan 
masyarakat dalam mewujudkan kebaikan, 
cita-cita, atau tujuan bersama tanpa adanya 
perbedaaan status dengan rasa saling 
menghargai satu sama lain dengan berpegang 
teguh pada prinsip bahwa kita semua saudara. 
5 Mappeona ri Pawinruk 
Seuwae 
Falsafah Mappesona ri Pawinruk Seuwae 
merupakan nilai yang sangat penting dalam 
pengelolaan dana desa karena nilai ini 
menggambarkan hubungan antara pemerintah 
desa terhadap Tuhannya dimana setiap 
aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, 
pemerintah desa selalu bertawakkal dan 
berserah diri kepada Allah SWT. atas apa 
yang telah dikerjakan. Dengan adanya nilai 
ini, pengelolaan dana desa yang dilakukan 
pemerintah desa dapat di 







1. Tudang sipulung saat ini dijadikan wadah atau ruang publik bagi 
masyarakat di Desa Benteng Tellue untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. 
Tudang sipulung juga dijadikan wadah bagi masyarakat untuk 
mengawal pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai pelayan masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa tudang 
sipulung dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu: musyawarah dusun, 
musyawarah desa dan musrembang desa. 
2. Budgetaray slack merupakan tindakan yang disfungsional yang 
sengaja dilakukan oleh pemerintah desa dengan maksud untuk 
memperkaya diri atau memuaskan kepentingan pribadi dengan 
mengesampingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. 
Terkait kasus budgetary slack dana desa, terdapat bentuk budgetary 
slack yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pelaporan fiktif dan 
mark up anggaran. 
3. Falsafah tudang sipulung (lima akkatenningeng) harus menjadi 
prasyarat dalam menjalankan proses pemerintahan. Pemerintahan akan 
bersih dan bertanggung jawab jika pribadi yang ada didalamnya 
senantiasa berpegang teguh terhadap lima akkatenningeng tersebut 
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yaitu: Getteng merupakan tegas atau kosnsisten dalam pengambilan 
keputusan, Lempu’ merupakan jujur dalam bekerja atau bertindak, Ada 
Tongeng merupakan jujur dalam berkata atau menyampaikan 
informasi, Sipakatau merupakan saling menghargai atau saling 
menghormati antar sesama Dan Mappesona ri Pawinruk Seuwae 
merupakan berserah diri kepada Allah SWT. Begitupun dengan 
pengelolaan dana desa akan terpercaya, kredibel, dan memiliki reputasi 
yang baik jika pribadi-pribadi didalamnya, terutama pemimpinnya 
berpegang teguh pada lima akkattenningeng tersebut sehingga proses 
pengelolaan dana desa bisa lebih baik dan terhindar dari budgetary 
slack. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa falsafah tudang 
sipulung yaitu lima akkatenningeng telah dijadikan pegangan hidup oleh 
masyarakat Benteng Tellue termasuk oleh setiap aparatur pemerintah desa. 
Dalam pengelolaan dana desa falsafah tudang sipulung (lima akkatenningeng) 
tersebut telah dijadikan pegangan dalam proses pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue sehingga dapat menghindari timbulnya budgetary slack dana 
desa atau prilaku disfungsional yang terkait dengan pengelolaan dana desa. 
C. Keterbatasan dan Saran  
Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu kurangnya referensi terkait 
tudang sipulung, sehingga informasi atau data yang diperoleh lebih dominan 
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bersumber dari hasil wawancara dengan informan sebagai penunjang dalam 
penelitian dan penelitian ini hanya menggunakan empat informan. Oleh karena 
itu, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu mencari sumber referensi yang lebih 
terkait dengan tudang sipulung dan menambah jumlah informan untuk 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Kepala Desa 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah ditemukan 
masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
7. Apakah tudang sipulung telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue? 
8. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
9. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
10. Bagaimana pandangan Anda jika kelima Falsafah tersebut diterapkan dalam 





1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah ditemukan 
masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
7. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
8. Apakah tudang sipulung telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue? 
9. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
10. Menurut Bapak/ibu, sejauh ini apakah tudang sipulung telah efektif mengawal 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa? 
11. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
  
Sekretaris Badan Pengawas Desa (BPD) 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah ditemukan 
masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
7. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
8. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
9. Menurut Bapak/ibu, sejauh ini apakah tudang sipulung telah efektif mengawal 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa? 
10. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
  
Masyarakat/ Tokoh Pemuda 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah 
ditemukan masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
6. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan dana desa ? 
7. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
Jawaban: 
8. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
9. Apakah tudang sipulung telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue? 
10. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
11. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa?  
HASIL WAWANCARA 
Nama  : Hj. Satirah 
Jabatan : Kepala Desa 
No. Hp  : 0813 5120 2489 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah ditemukan 
masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
Jawaban: 
Selama saya menjabat sebagai kepala desa di desa ini, belum pernah di 
temukan kasus terkait penyalahgunaan anggaran. 
  
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
Jawaban: 
penyalahgunaan sebenarnya terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah 
desa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan mereka lebih 
mementingkan kepentingan pribadinya. Hal ini terjadi karena kurangnya 
pengawasan dari masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah desa leluasa 
melakukan tindak kecurangan terhadap anggaran. Dan salah satu faktor utama 
yang menyebabkan pemerintah desa sering melakukan tindakan 
penyalahgunaan dana desa  yaitu tidak melibatkannya tuhan dalam proses 
pemerintahannya.  
 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
Jawaban: 
Pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa ini berdasarkan skala perioritas. 
Skala perioritas ini diperoleh dari hasil musyawarah. Baik dari musyawarah 
dusun, musyawarah desa, maupun musrembang desa.  
 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
Jawaban: 
Senjangan anggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak jujur yang 
dilakukan oleh kepala desa atau aparatur pemerintah desa dimana mereka 
berusaha untuk memperoleh keuntungan atas anggaran yang ada.  Biasanya 
itu dilakukan dengan mengambil sisa anggaran yang ada dengan 
membuatkannya laporan fiktif untuk penghabisan anggaran. Nah, sisanya itu 
mi yang masuk kekantong pribadi. Salah satu contoh senjangan anggaran 
yaitu mark up anggaran, kasus ini di temukan di desa Mattirosompe dimana 
kepala desanya membuat proyek dengan laporan anggaran tidak sesuai dengan 
volume proyek yang dibangun. 
 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
Jawaban: 
Salah satu cara yang yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya senjangan 
anggaran yaitu profesionalisme. Setiap aparatur harus mempunyai sifat 
magetteng “ketegasan”. Magetteng disini dalam artian tegas dalam hal-hal 
yang berbau negatif  dan  berpegang teguh kepada Allah SWT. dengan 
diterapkannya hal tersebut secara otomatis aparatur pemerintah desa 
cenderung akan berkata ataupun bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya 
serta melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan. 
 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
Jawaban: 
Tudang sipulung ini merupakan tradisi sejak dulu yang sering dilakukan tau 
riolo ta (orang-orang terdahulu kita) ketika ada perkara yang tidak dapat 
diselesaikan secara pribadi ata kekeluargaan. Tujuannya yaitu untuk mencari 
jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Kesepakat yang ada dalam 
tudang sipulung itu harus adil dan tidak ada unsur yang dirugikan dari kedua 
belah pihak yang berselisih. 
 





8. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
Jawaban: 
Dalam pengelolaan dana desa, tudang sipulung dijadikan wadah untuk 
berdiskusi atau rapat terkait dengan pengelolaan dana desa yang akan 
dilaksanakan seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrebang 
desa. Dalam proses diskusi itu harus membahas hal-hal yg akan dilaksanakan 
secara terbuka dan jujur. Ada tongeng itu berarti berkata jujur dimana kita 
menyampaikan informasi apa adanya yang sesuai dengan kenyataan atau 
realita yang sebenarnya tanpa mengurangi atau menambahkan informasi. 
Lempu’ itu berarti perbuatan yang jujur dimana kita bertindak atau berbuat 
sesuai dengan hak dan kewajiban kita sendiri tanpa mengambil hak orang lain 
dan mengabaikan kewajiban terhadap orang lain. Sipakatau berarti saling 
menghargai atau menghormati tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 
Sebagai aparat pemerintah desa, kami harus melayani setiap masyarakat 
sesuai dengan hak mereka tanpa membeda-bedakannya. 
 
9. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
Jawaban: 
Ya jelas, karena falsafah tudang sipulung dijadikan patokan dalam mengelola 
dana desa. Getteng itu berarti tegas dalam mengambil keputusan. Sebagai 
seorang pemimpin harus tegas dalam pendirian atau memutuskan sesuatu 
selama keputusan tersebut terkait dengan kepentingan bersama yang 
mengandng nilai yang baik. Mappesona Ri Pawinruk seuwa-e berarti setiap 
apa yang telah kita usahakan dan yang sedang kita kerjakan, kita harus selalu 
berpegang teguh kepada Allah SWT. agar mendapat ridho-Nya dan selalu 
berserah diri terhdadap apa yang telah kita lakukan. 
 
10. Bagaimana pandangan Anda jika kelima Falsafah tersebut diterapkan dalam 
sistem pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa ? 
 Jawaban: 
Falsafah ini kan mengandung nilai yang sangat baik jika diterapkan dalam 
kehidupan sehari-sehari, begitu pula jika diterapkan dalam pemeritahan desa 
tentu juga sangat baik terutama dalam pengelolaan dana desa tentu akan 
mengefektifkan pengelolaan dana desa tersebut. 
HASIL WAWANCARA 
Nama  : Asmatang, S.Pd. 
Jabatan : Kaur Keuangan 
No. Hp  :  0852 4066 6264 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah 
ditemukan masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
jawaban: 
Kalau dalam Desa Benteng Tellue ini, Alhamdulillah belum ada sih yang 
ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan anggaran. 
  
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
Jawaban: 
Penyalahgunaan anggaran sebenarnya tidak boleh dilakukan sama sekali 
karena merugikan Negara, masyarakat dan diri sendiri. 
  
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
Jawaban: 
Sebelum dana desa dicairkan untuk anggaran tahun depan, dilaksanakan 
musyawarah pencermatan RPJMdes yang menjadi patokan dalam 
pembangunan infrastruktur. Kemudian dilakukan musyawarah per dusun 
setelah itu dilakukan musyawarah desa kemudian musyawarah RKP 
kemudian musrembang desa untuk penyusunan APBD.  
 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
Jawaban: 
Iya pernah, senjangan anggaran merupakan suatu bentuk pelaporan fiktif 
artinya melakukan pelaporan anggaran atas suatu proyek atau suatu kegiatan 
yang sudah ada dan sehingga menyebabkan biaya-biaya bertambah. Selain 
itu, adanya juga mark up anggaran dimana anggaran yang dilaporkan tidak 
sesuai dengan volume bangunan yang dilaporkan.  
budgetary slack dana desa itu sendiri mirip-mirip ji atau sama dengan kasus 
mark up anggaran. mark up anggaran terjadi dimana anggaran yang 
dilaporkan tidak sesuai dengan volume bangunan yang dilaporkan. Ada juga 
kasus pelaporan fiktif yang ketahuan oleh tim pemeriksa. pelaporan fiktif ini 
dilakukan atas suatu proyek yang sudah ada memang sebelumnya tapi 
sebenarnya tidak berasal dari dana desa namun dimasukkan dalam pelaporan 
dana desa dan melaporkan adanya pengadaan proyek dalam pelaporan dana 
desa namun sebenarnya proyek itu tidak ada memang. 
 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
Jawaban: 
Setelah pemeriksaan dari inspektorat untuk anggaran tahun 2017 
Alhamdulillah hasilnya bagus dan tidak ditemukan adanya kasus-kasus yang 
berkaitan dengan senjangan anggaran. Hal ini tidak lepas dari peran semua 
pihak termasuk masyarakat dan para tokoh-tokoh yang membantu kami 
dalam mengelola dana desa yang ada. Langkah utamanya yaitu menerapkan 
transparansi dan kerjasama antara semua pihak. 
 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
Jawaban: 
Tudang sipulung itu merupakan suatu budaya warisan dari nenek moyang 
kita yang mempunyai Nilai dan tujuan yang sangat bagus “makessing”, 
karena tudang sipulung itu dapat menjadi wadah untuk menyatukan 
perbedaan pendapat dan menyampaikan aspirasi dan pandangan secara bebas 
dengan tujuan kepentingan bersama. 
 
7. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
Jawaban: 
Ya jelas tudang sipulung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah desa karena adanya keterbukan dengan di ikut 
sertakannya masyarakat dalam pemerintahan. 
  
8. Apakah tudang sipulung telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue? 
Iya sudah, karena tudang sipulung ini kan juga merupakan bentuk 
musyawarah.  
 
9. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
Jawaban: 
Salah satu bentuk peneapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa 
yaitu musyawarah dusun, musyawarah desa, musrembang desa. 
 
10. Menurut Bapak/ibu, sejauh ini apakah tudang sipulung telah efektif 
mengawal pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa? 
Jawaban: 
Dengan adanya tudang sipulung ini, tentu berperan dalam proses mengawal 
pemerintah desa, seperti misalkan dalam proses perencanaan anggaran, 
pengawasasn anggaran anggaran, maupun pengelolaan anggaran. Tudang 
sipulung menjadi wadah transparansi pemerintah kepada masyarakat dimana 
masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa melalui 
tudang sipulung ini. 
 
11. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
Jawaban: 
Tudang sipulung jelas dapat mendorong kinerja pemerintah, karena dalam 
tudang sipulung ini melahirkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dari 
berbagai pihak yang dapat membantu pemerintah desa dalam proses 
pengelolaan dana desa.  
  
HASIL WAWANCARA 
Nama  : Sanre, S.Pd. 
Jabatan : Sekretaris Badan Pengawas Desa (BPD) 
No. Hp  : 0813 3144 7997 
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah ditemukan 
masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
Jawaban: 
Belum pernah sih ditemukan kasus begituan, mungkin saja ada tapi jumlahnya 
tidak besar sehingga tidak ketahuan.  
 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
Jawaban: 
Penyalahgunaan dana desa sebenarnya timbul karena karakter dari pemerintah 
desa itu sendiri untuk selalu bertindak curang dan kurangnya pengawasan dari 
masyarakat. 
 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
Jawaban: 
Pengelolaan dana desa dilakukan tiga tahap, tahap pertama yaitu melakukan 
musyawarah dusun, kemudian tahap kedua melakukan musyawarah desa, dan 
tahap terakhir melakukan musrembang desa. 
 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
Jawaban: 
Senjangan anggaran ini terjadi karena adanya perbedaan antara pendapatan 
dengan pengeleluaran. Contoh misalkan, dana desa disini sekitar 1M namun 
yang dikeluarkan hanya sekitar 700jt. Sisah anggaran yang ada dibuatkan sja 
laporan palsu sehingga sisah anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi 
pemerintah.  
 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
Jawaban: 
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa saat ini terkhusus kami 
sebagai BPD yaitu meningkatkan pengawasan, dalam hal ini kami mengajak 
masyarakat untuk ikut berpartipasi melakukan pengawasan terhadap 
pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat 
tentu akan membantu kami dalam proses pengawasan sehingga tidak lagi 
muncul keputusan-kepusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah desa. 
 
6. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
Jawaban: 
Tudang sipulung dulunya sering digunakan dalam bidang pertanian, dimana 
semua tokoh-tokoh masyarakat di panggil untuk mendiskusikan dan 
menetapkan waktu penanaman. Tidung sipulung berarti tudang 
maddeppungeng, ma bicara-bicara akkatta papolewi assimaturuseng. 
 
7. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
Jawaban: 
tudang sipulung dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah desa karena adanya keterbukaan dengan di ikut sertakannya 
masyarakat dalam proses pemerintahan 
  
8. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
Jawaban: 
Dalam pengelolaan dana desa, nilai-nilai tudang sipulung harus diterapkan 
dalam diri oleh setiap pemerintah desa. Misalkan getteng, milai ini menuntut 
agar kepala desa tegas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. 
Getteng adalah sebagai sesuatu sikap yang tegas dan konsisten, yaitu tindakan 
yang tidak samar-samar dan bimbang.  
 
9. Menurut Bapak/ibu, sejauh ini apakah tudang sipulung telah efektif mengawal 
pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa? 
Jawab: 
tudang sipulung telah efektif dalam mengawal pemerintah desa karena 
pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini telah tepat sasara n 
dan tepat guna dengan adnaya tudang sipulung ini. 
 
10. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
Jawaban: 
Dengan adanya tudang sipulung berperan untuk mencegah kepustusan sepihak 
oleh pemerintah desa untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri 
sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa yang tepat 






Nama  : Nisrandiali S.KM 
Pekerjaan : Masyarakat/ Tokoh Pemuda 
No. Hp  : 0852 9929 9322  
1. Menurut Bapak/ibu, apakah pada pemerintahan sebelumnya pernah 
ditemukan masalah yang berkaitan dengan anggaran di Desa Benteng Tellue? 
Jawaban: 
Selama yang saya ketahui sebenarnya belum ada, karena menurut beberapa 
laporan sebenarnya, untuk membuat laporan harus sesuai dengan rincian 
pembanguna yang akan dilaksanakan. Jadi selama pemerintahan yang 
sebelumnya dan yang sekarang tidak ada persoalan karena lihat bahwa 
laporan-laporan yang ada memang sudah sesuai dengan keadaan yang ada. 
 
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu tentang penyalahgunaan dan tindakan piktif 
pengelolaan alokasi dana desa? 
Jawaban: 
Sebenarnya penyalahgunaan dana desa terjadi karena kebanyakan kepala 
desa tidak mengetahui fungsi dari dan desa tersebut dan harus dibawa 
kemana sebenarnya sub-sub dari dana desa tersebut. 
 
3. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Benteng Tellue ini? 
Jawaban: 
Kalau masalah mekanisme sih sudah bagus, karena saya perhatikan 
pemerintah desa sudah jujur dan adil kepada masyarakat dalam penggunaan 
dana desa tersebut. Jujur ada dua, jujur dalam berkata (ada tongeng) dan jujur 
dalam berbuat (Lempu’). Ada tongeng, berhubungan dengan ucapan yaitu 
mengatakan yang benar, tidak bohong, tidak ada ucapan rekayasa. Seseorang 
tidak mungkin berprilaku jujur tanpa disertai ada tongeng. 
 
4. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah Budgetary slack (senjangan 
anggaran)? Menurut Bapak/ibu, apa definisi anda tentang itu? 
Jawaban: 
Budgetary slack itu ininya merupakan bagian dari penyalahgunaan terhadap 
anggaran. Seperti misalkan korusi, mark up anggaran, penggelembungan 
anggaran dsb. 
 
5. Bagaimana langkah atau upaya yang diterapkan oleh pemerintah Desa 
Benteng Tellue ini untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya senjangan 
anggaran dana desa? 
Jawaban: 
Salah satu upaya yang diterapkan oleh pemerintah desa yaitu dengan 
melibatkan masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan dana 
desa sebagai social control. Karena ketika masyarakat apatis atau tidak peduli 
dengan dana desa tersebut maka akan terjadi senjangan anggaran. Kemudian 
pemerintgah desa juga harus melaporkan dalam kesempatan rapat atau 
musyawarah terkait anggarang yang digunakan agar transparan. 
 
6. Menurut bapak/ibu, apakah masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan dana desa ? 
Jawaban: 
Sebenarnya masyarakat ada beberapa yang sudah terlibat terutama tokoh-
tokoh masyarakat. Dan pemerintah desa masih mengharapkan agar semua 
pihak atau masyarakat tak terkecuali ikut aktif berperan dalam pengelolaan 
dana desa. Dan salah satu wadah yang disediakan untuk masyarakat agar ikut 
berpartisipasi yaitu tudang sipulung.  
 
7. Menurut Bapak/ibu, bagaimana makna dari tudang sipulung itu sendiri? 
Jawaban: 
Tudang sipulung berarti tudang maddeppungeng (duduk bersama) tanpa 
membedakan status sosial dan derajat artinya semua pihak berhak ikut dalam 
tudang sipulung itu. 
  
8. Apakah keberadaan tudang sipulung mampu meningkatkan kerjasama antara 
semua pihak dan rasa saling percaya terhadap sesama aparat pemerintah 
maupun dengan non aparat? 
Jawaban: 
Ya, tentu saja tudang sipulung dapat meningkatkan rasa saling percaya 
karena dalam pelaksanaan tudang sipulung terdapat unsur keterbukaan 
sehingga rasa kepercayaan akan timbul secara otomatis. 
 
9. Apakah tudang sipulung telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa di 
Benteng Tellue? 
Jawaban: 
Kalau misalkan tudang sipulung ini diterapkan dalam pengelolaaan dana desa 
itu sangat bagus sekali karena masyarakat terlibat langsung dan mengetahui 
proses yang terjadi karena kalau hanya sekedar pengawasan dari luar 
mungkin tidak maksimal tapi kalo diadakan tudang sipulung itu sangat 
membantu pemerintah desa dalam penelolaan dana desa itu sendiri. Dan 
tudang sipulung telah di terapkan di desa ini sejak dulu sampai sekarang. 
 
10. Bagaimana bentuk penerapan tudang sipulung dalam pengelolaan dana desa ? 
Jawaban: 
Dalam pengelolaan dana desa, tudang sipulung sering dikaitkan dengan 
musyawarah, baik itu pada saat perencaan anggaran, pengawasan anggaran 
maupun pengelolaan anggaran itu sendiri. Sebelum perencanaan anggaran, 
pemerintah melalukan musyawarah dengan tujuan mengetahui aspirasi-
aspirasi atau ide-ide dari pihak-pihak yang ikut musyawarah. Kemudian 
dibagian pengawasan anggaran, tudang sipulung sering dijadikan sebagai 
wadah evaluasi terhadap pemerintah desa. Ketika misalkan terjadi suatu 
masalah atau hal-hal yg tidak di inginkan, maka tudang sipulung dilakukan 
untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. 
 
11. Menurut Bapak/ibu, dengan keberadaan tudang sipulung mampu 
meningkatkan efektifitas pengelolaan dana desa? 
Jawaban: 
Seharusnya kan tujuan dari dilakukannya musyawarah atau tdang sipulung 
untuk medmperoleh kesespakatan bersama, artinya kalau itu sesuai dengan 
kepentingan bersama itu harusnya jadi keputusan akhir, Karena tidak ada lagi 
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